PUTUSAN

Nomor : 025/G. TUN/1999/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili seng-
keta Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, telah memutuskan dengan per-
timbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

FT. TIMOR PUTRA NASIONAL, Badan Hukum Indonesia, beralamat di Jalan
Medan Merdeka Timur Nomor 17, Jakarta Pusat, diwakili oleh Direktur
Utama, Dirs, SUHARTO, warga negara Indonesia, dalam hal ini mem-
beri kuasa penuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari
1999 kepada ;

1. H. SUDJONG, SH ;

2. F.M. PRADANA, SH

3. BHISMOKO WN, 8H.

Advokat dan Pengacara, pada Law Office SUDJIONO & PARTNERS,
beralamat di Jalan Pintu Air V Nomor 40 B, Jakarta 10710, selanjumnya
disebut sebagai : PENGGUGAT:

Melawan:

|. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A JAKARTA,
berkedudukan di J1. Angkasa No. 3 Kemayoran Jakarta Pusat, selanjut-
nya disebut sebagai TERGUGAT I

2. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG
ERIOK 111, berkedudukan di I1l. Pabean Mo, 1 Taniung Priok Jakarta
Wara, selanjutnya disebut schagai TERGUGAT 11:

3. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TANIUNG PRIOK

I, berkedudukan di JI. Sulawesi Ujung No. | Tanjung Priok Jakarta
Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 111:

4. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA TANAH ABANG,
berkedudukan di JI. Penjernihan Raya Ujung Nomor 36 Jakara Pusat,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV:

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor  025/G.TUN/I999PTUN-IKT. tanggal 31 Maret 1999 tentang Penun-
daan Pelaksanaan Surat Keputusan :
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- Tergugat 1 (Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai T ipe A lakarta) berupa
Surat Paksa Nomor : S-181/WBC.04/KP.04/1999 tangpal 19 Februari 1999;
S-182/WBC.0A/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999; S-183/WBC,04/
KP.04/1999 tanpgal 19 Februari 1999 Nomor: S-184/WBC 04/KP.04/1999
tangpal 19 Februari 1999,

= Tergupat I (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bea dan Cukaj Tipe A Tanjung
Priok III) berupa Surat Paksa Nomor PAK-01/WBC.04/ KP.03/1999 tanggal
17 Februari 1999: Nomor - PAK-02/WBC.04/ KFP.03/1999 tanpgal 17 Febru-
ari 1999; Nomor : PAK-03/WBC .04/ KKP.03/19599 tanggal 17 Februan 1999

— Tergugat 111 (Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok 11 be-

- rupa Surat Paksa Nomor ; 969/WBC.04/KP.02/1999 tangpal 9 Februari 1999

Telah membaca Penetapan Ketun Pengadilan Tata Usaha Mepara Jakarta
Nomeor : 025/Pen/1999/PTUN-JKT. tanggal 1 April 1999 tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah memba Penstapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usuha Nepars Ja-
karta Nomor 025/BPEN-HS/PTUN.J/1999 tanggal 5 April 1999, tentang hari pe-
meriksaan persiapan yang pertama pada hari Selasa tanggal 13 April 1999;

Telah membaca Penctapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negarn
Jakarta, Nomor 025/G.TUN/1999/PTUN-JKT. tanggal 19 April 1999 tentang
Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat IV (Kepala Kantor Pelayan-
an Pajak Jakarta Tanah Abang) berupa Surat Paksa Nomor SP-0000182/
WPLOS/KP. 0608/1999 tangeal 5 April 1999;

Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Fengadilan Tata Usaha Negara
Jukarta Nomor : 025/G. TUN/1999/PTUN. JKT tanggal 19 Mei 1999, tentang
Penalakan Eksepsi Terpugat;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor - 025G TUN/1 995/
PTUN.JKT tanggal 3 Juni 1999 tentang penundaan Pelaksanaan Surat Kepu-
tusan Tergugat [V (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanah Abang) No-
mor : SP-0000202/WPJ.05/KP.0608/1999 tanpgal 28 April 1999;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan pihak yang berperkara dimuka persidangar;

Telah membaca Berita Acara yang bersangkutan dalam perkara ini;

TENTANG DUKUKNYA PERKARA -

Menimbang, bahwa Penpgugal telah menggugat Tergugat denpan surat
gugatan tertanggal 17 Maret 1999, yang diterima dan terdaftar didalam Register
Kepaniteraan Pengadilen Tata Usaha Megara Jakarta pada tanggal 17 Maret
1999 Nomor : 025/G. TUN/1999/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada tanggal
L3 April 1995, yang berbunyi schapai berikut :
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Adapun dasar gugatan adalah sebagai berikut ;
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Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penggerak Dana
InvestasifKetua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 02/SK/1996
tanggal 5 Maret 1996, ditetapkan untuk membangun dan memproduksi
mobil nasional, yang hanya bertindak selaku prinsipal bukan sebagai agen
tunggal pemegang merk;

Bahwa Penggugat memperoleh Pembebasan Bea Masuk dan PPnBM seba-
gaimana disebutkan dalam Keppres Momor ; 42 Tahun 1986, Inpres Momor
2 Tahun 1996, Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdapangan
MNomor 142/MPP/Kep/6/1996 tanggal 5 Juni 1996, Surat Keputusan
Menteri Keuanpan Momor 404/KME.01/1996:

Bahwa Para Penggupat pada tahun 1998 dan tshun 1999, tanpa mendengar
atau memberi kesempatan bagi Pengeugat untuk membela dini terlebih da-
hulu, secara melawan hukum telah menerbitkan surat-sorat sebagaimana
akan diutarakan di bawah ini:

Bahwa Tergugat [ telah menerbitkan Surat Paksa dituiukan kepada Peng-
Eugat, Yaini ;

Nomor : S-181/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;

Momor : 5-182/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999:

Nomor : 5-183/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999:

Namor : 5-184/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999

Bahwa Tergugat 1T telah menerbitkan Surat Paksa ditujukan kepada Peng-
gugat, yvakni :

Nomor PAK-D1/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;
Nomor PAK-02/WBC.03/KP.04/199% tanggal 17 Februari 1999:
Momor PAK-03/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999:

Surat-surat tersebut diterima Penggugat tanggal 23 Februari 1999;

Bahwa Tergugat Il telah menerbitkan Surat Paksa Nomor : §.969/WEC.
04/KP.02/1999 tanggal 9 Februari 1999 yang diterima Penggugat pada
tanggal 9 Februari 1999:

Bahwa Tergugat 1V, telah menerbitkan yang ditujukan kepada Pengpugat
Surat Paksa Nomor : SP-0000182/WBC.05/KP.0608/1999, tanggal 5 April
1999, yang diterima Penggugat pada tanggal 8 April 1999;

Bahwa Surat Paksa pada butir 4, 5, 6, 7 di atas adalah Penetapan Tertulis
Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final
Pasal | ayat (3) Undang-undang Nomor : 5§ Tahun 1986 dan gugatan ini
digjukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 17 Maret 1999,
diajukan perbaikan tanggal 15 April 1999, dengan demikian gugatan a guo
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masih dalam tenggang waktu diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Mepara Ja-
karta (Pasal 55 Undang-undang Nomar § Tahun |98GY;

Bahwa Surat Paksa Tergugat I, II, III tersebut didasarkan Surat Dvirektur
Jenderal Bea dan Cukai yaitu Surat Nomor : $.951/BC/1998 tanggal 18
November 1998, perihal : Penagihan Bea Masuk dan Pungutan Impor lain-
nya atas pemasukan Mohil Sedan Timor atas nama PT, Timor Putra Na-
sional, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe A Tanjung Priok 11 dan 111

Bahwa sebagai dasar Surat Tergugat IV adalah surat Mentori Keuangan
Nomor 5.589/MK.01/1998 tanggal 13 November 1998, perihal pada pokak
surat yang dalam pokoknya memerintahkan yang tersebut pada surat untuk
melakukan penagihan dan penyelesaian bea masuk dan Pajak Perusahaan
yang memanfaatkan fasilitas mobil nasional MENETAPKAN akan melaku-
kan penagihan bea masuk dan pajak-pajak yang terhutang;

Surat Menteri Keuangan Nomor : S.589/MK.01/1998 tangeal 13 November
1998 tersebut juga sebagsi dasar Direktur Jendsral Bea dan Cukai mener-
itkan siurat Nomer ; 5.951/BC/ 1998, tanggil 18 Movember 1998:

Hahwa Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : §.951/BC/ 1998,
tanggal 18 November 1998 dan Surat Menteri Keuangan Nomor : §.585/
ME.01/1998 tanggal 13 November 1998 didasarkan Surat Menteri Perin-
dustrian dan Perdagangan Nomor 824/ MPP/8/1998 tanggal T Apustus
1998, perihal Mebil Timor, yang pada pokoknya menetapkan mobil timar
tidak memenuhi persyarstan yang dimaksud dalam Keppres Nomor
42/1996 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
14271996, juga dipermasalahkan pajak-pajak yang terhutang dalam rapat
Dispute Settlement Body WT0;

Bahwa Surat yang diterbitkan oleh Tergugat 1 maupun Tergugat 11, Ter-

gugat III, Tergugat [V merupakan Penetapan Tertulis Pejabat Tata Usaha
Megara, sebab

2. Bahwa surat-surat terscbut diterhitkan oleh Menteri dan Direlgur
Jenderal, yang notabene adalah Pejabat Tata Usaha MNegara;

b. Bahwa surat-surat tersebut berisi suatu Penetapan bahwa Pengeupat te-
lah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam KEPPRES
42/1996 dan Keputusan MEMPERINDAG 142/199¢,

¢. Bahwa surat-surat tersebut ditujukan kepada Pengpupat;

d. Bahwa surat-surat tersebut mengakibatkan kerugian bagi Pengpugat;
Bahwa Menteri Keuangan dari Pemerintahan Baru yang merupakan kelan-
jutan dari Pemerintahan Lama, sebelum mengeluarkan Keputusan “(Surat

Nomor 589/MK.01/1998), scharusnya mempelzajari lebih cermat dan men-
dalam serta meneliti terlebih dahulu arsip yeng berhubungan dengan fasili-
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tas Mobil Nasional Sedun Timor, misalnya apakah sudah ada Surat Mem-
perindag semacam yang lain, Surat Dirjen Bes & Cukai vang telah mem-
berikan fasilitas pembebasan bea masuk dan Inin-lain pajak, sehingea dengan
demikian Menteri Keuangan yang sckarang berkuasa ini tidak akan terje-
bak, dan membuat kepurusan yang bertentanpan, yang menurut falsafah
orang timur Menjilat kembali Ludahnya;

Bahwa schingga surat yang diterbitkan Menteri Keuvangan terscbut sangat
berentangan dengan Hukum pada umumnya dan dengan Surat Menteri
Perindustrian dan Perdagengan Nomor 269/MPF/2/1998 tangeal 23 Fe-
bruari 1999, perihal pada pokok surat Pembebasan Bea Masuk dan FPnBEM
atas impor mobil Timer, pada khususnya, sebab

A, Bahwa Surat Memperindag terdahuly Momor 3 269/MPP/2/ 1998 meru-
pakan Kebijaksanaan dari seorang Pejabal Tata Usaha Negara yang
sah, sebab sural tersebut didasarkan kepada pertimbangan vang bijak-
sana dan akurat vaitg

A.l. Bahwa surat tersebut mengacu kepada fakta-fakta di lapangan,
dalam hal ini adsnyn semnnuar dan dedikasi onget dori Peng-
gugat atou mowujudkan salah satu kebangeaan nasional untuk
memiliki pabrik mobil nasional, vaitu dengan telah dimulainys
Pembangunan Pabrik Meobil Nasional Sedan Timor di Cikampek
yang sampai denpan saat ini “Kini" telah melakukan investasi
sebesar USIDI 413,75 juta;

A2, Bahwa surat tersebut mengacu kepada hasil Audit PT. Suco-
findo, jadi hasil audit PT. Sucofindo tersebut dipakai sebagai
pertimbangan untuk Tidak Membunuh Bayi pabrik Mobil Na-
sional Sedan Timor vang Baru Saja Lahir (bandingkan dengan
Surat Menterl Perindustrian dan Perdagangan yang didasarkan
kepada pertimbangan yang sama hasil audit FT. Sucofindo justru
dipergunakan untuk membunuh BAY] pabrik mobil nasional Sa-
dan Timor yang baru LAHIR, tanpz mempertimbangkan jiwa
nasional - Industrialis);

A3, Bahwa surat tersebut didasarkan pula kepada: pertimbangan-
pertimbangan adanya Kebangpaan Wasional, ialah keinginan
Bangsa Indonesia untuk mempunyai Pabrik Maobil Nasional da-
lam rangka menghadapi era globalisasi (ingat PT. Timor Putra
Masional bukan satu-satunya Pabrik Mobnas), schingga Pabrik
bobnas Timor harus DIBIARKAN HIDUP den TIDAK
BOLEH DIMATIKAN SECARA SADIS (vide Surat Memper-
indag Womor ; 269/MPP/2/1998 anpka 5, 6) dan yang dapat
menghayati hal yang demikian hanyalah seorang Menteri yang
MNasionalis, Apamis, Bermoral, Berdedikasi Tinggi Pada Ne-
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garh dan Bangsa, Bermoral, Tidak Pendendam serta tidak
memanlzatkan pertimbangan politik srsaat

B. Bahwa Surat Memperindag Nomor 269/MPP/1998 tersebul menu-
pakan kebijaksanaan yang sah dan memberikan atau menimbulkan
HAK dan membebaskan suaty KEWAJIBAN bagi orang, sehingea ti-
dak dapat dikesampingkan oleh siapa saja, baik Menteri yang bersanp-
Kutan maupun oleh PENERUSNYA, toh mereka sama merupakan
sualy kesatuan yang berkesinumbunean dalam Pemerintalian NE-
GARA KESATUAN yang berdasarkan UTID 1945 dan Pancasila, bu-
kan NEGARA BARU,

C. Baehwa oleh karena surat tersebut tidak memuat Veifigheid Clausule,
maka tidak dapat disingkirkan;
D. Bahwa dalam Rapat Dispute Settlement Body WTO tidak pernah
dipermesalahkan soal pemungutan pajak-pajak yang terhutang;

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan suratnya (Nomar 269/MPP/2/
1998), Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada waiitu #u Bapak T.
Anwibowo deagan Surainya dengan Surat No. 362/MPP/3/1998 tanpeal 10
Maret 1998, perihal Perpajakan Mobil Timor, ialah adanyd perlemuan
antara Menperindag dengan Para Duta Besar Jepang, Uni Eropa dan
Amerika Serikat, serta mengadakan pembicaraan dengan pihak Team fntér
national Monetery Funds (IMF), yang pada prinsipnya pihak IMF tidak
berkeberatan atas pemberinn fasilitas tentang pembebasan Bea Masuk dan
PPn BM ditanggung Pemerintah bagi 15.000 unit Mobil Timor ex import
yang belum terjual (P-9);

Bahwa surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. S.951/BC/1998 yang
didasarkan pada Surat Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan tersebut bertentangan dengan Surat Menteri Perindustrian dan
Perdagangan terdahulu yait surat No. 269/MPP/2/1998 tangeal 23 Febru-
ari 1998, dan Surat Direktur Jenderal Bes dan Cukai Mo, 5-322/BC/ 1908
tanggal 23 Maret 1998 serta Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun
1994, sebab :

A. Bahwa mengenai keabsahan dan keakuratan Surat Menteri Perindus-
trian dan Perdagangan terdahulu (No. 269/MPP/2/1998) telah diurai-
kan di atss, schingga tidak perlu diuraikan lagi;

B. Bahwa jelas Direktur Jenderal Bea dan Cukai tidak berwenang men-
cabut Surat Dirjen Bea & Cukai No. S-322/BC/ 998 tanggal 23 Ma-
ret 1998 yang didasarkan kepada Surat Menperindag No, 269/
MPP/2/1998 yang sah (vide uraian terdahulu/di atas):

C. Bahwa menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor |1 Tahun

1994 tersebut di atas dilarang memungut pajak untuk kedua kali,
padahal Mobnas Sedan Timor telah mempunyai BPKB dan STNK
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yang diterbitkan ATAS DASAR FORMULIR A YANG TELAH
DISETUIUL OLEH DIRJEN BEA & CUKAL ini berarti atas Mobnas
Sedan Timor tersebut telah DIBAYAR PATAKNYA (vide Pasal 33
Undang-undang Womor 7 Tahun 1983);

17. Bahwa Direktur Jenderal Bea dan Cukal sebagai Pemepang Jabatan
Tekhnis, - lain dengan Menteri yang merupakan jabatan politis —, tentu
saja profesionalis dan bukan robot, serharusnya mempelajari secara cermat
dan mendalam dokumen-dokumen atau arsip yang ada pada Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai, dan kalau menemukan dokumen, casu gquo surat
Memperindag Nomaor ; 269MPP/2/1998 tanggal 23 Februari 1958 yang
bertentanpan dengan surat MEMPERINDAG yang baru seharusnya Dirck-
tur Jenderal Bea dan Cukai mengklarifikasikan surat-surat tersebut ke
Memperindag lewat Menteri Keuangan, jikalau demikian tidak akan terjadi
Penjilatan Ludah Kembali;

19. Bahwa berdasarkan apa yang telah divaraikan di atas, tindakan Para Ter-
pugat menerbitkan Surat Paksa seperti diuraikan pada butir 4, 5, 6 dan 7 di
atas adalah berentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ber-
laku {Pasal 53 (2)a Undang-undang Nomer 5 Tahun 1986); maka seharus-

nya surat-surat tersebut dibatalkan;

20. Bahwa namun demikian meskipun mengetahui kalau perbuatannya berten-
tangan dengan hukum, akan tetapi Tergugat I, I, [II dan IV tetap menerbit-
kan SURAT PAKSA sehingga jelas perbuatan mereka merupakan
perkosaan terhadap hak-hak Penggugat sehingga menimbulkan kerugian
yang tidak sedikit;

21, Bahwa jikalau perbuatan Tergugat I, 11, TIT, IV fw tidak segera dihentikan,
dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yeng lebih besar lagi bagi
Penggupat, maka sepatulnya Pengadilan Tate Usaha Negara Jakarta
mengeluarkan Penetapan memerintahkan Tergugat I, [T, I, IV menunda
dan tidak melaksanakan SURAT PAKSA sampai perkara g guo mampunyai
kekuatan hukum yang tetap;

Berdasarkan hal-hzl vang telah diuraikan di ates, mohon kiranya Pengadilan

Tata Usaha MNegara Jakarta berkenan memutuskan :

DALAM PENIINDAAN :
— Memerintahkan kepada Tergugat I, 11, 111, IV menunda serta tidak melak-
sanakan Surat Paksa yang diterbitkan
— Tergugatl:
MNomor ; S-181/WBC.04/KP.04/1990 tanggal 19 Februari 1999;
Momoer : 8-182/WBC.04/KP.04/1999 tanpgal 19 Februari 1999,
Nomor: 5-183WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999,
Nomer : §-184/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 199%;
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=~ Tergugat 1] ;
Nomor : PAK-01/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;
Nomor : PAK-02/WBC.03/KP.04/1999 tangzal 17 Februari 1995
Nomor : PAK-03/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999,
— Tergugat 111 :
Momor : DY/ WBC.04/KP.02/1999 tanggal 9 Februari 1999
- Tergugat IV ;
Nomor : SP-0000182/WPJ.0S/KP. 0608/1999 tanggal 5 April 1999;
Nomor : SP-0000202/WPLOS/KP. 0608/1999 tanggal 28 April 1999;
DALAM POEOK PERKARA -
= Mengavulkan pugatan Penggugat untuk seluruhnya;
— Menyatakan BATAL :
Surat Paksa vang diterbitkan Tergugat 1
8, Nomor : S-18WBC/0/KP 0441999 tangeal 19 Februas 1999
B, Momer : 5-1 82 'WIBC. 047K .04/1999 tangeal 19 Februari 1999
c. Nomor : 5-183/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999:
di Nomor: 8-184/WBC.04/KP.04/1590 tanggal 19 Februari 19589;

Surat Paksa vang diterbitkan oleh Tergugat 11 :
a. Nomor : PAK-01/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februarl 1999:

b. Nomor : PAK-02/WBC.03/KP.04/1999 tangeal 17 Februari 1999:

c. Nomor : PAK-03/WBC.03/KP.04/1999 tangeal 17 Februari 1999:

Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat 111
MNomor : 969/ WBC.04/KP.02/19%9 tanggal 9 Februari 1999;

Surat Paksa yang diterbitkan oleh Terpugat TV ¢

Nomer : SP-0000182/WPJ.05/KP.0608/1999 tanggal 5 April 1999;

- Memerintahkan Para Tergugat untuk mencabut obyek gugatan Pengeupat
tersebut di atas;
= Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, balwa pada hari sidang yang telah ditentukan kadua belah pi-
hak telah datang menghadap dipersidangan, Penggugat hadir Kuasanya H.
Sudjono, SH, dan F.M. Pradana, SH. dengan Surat Kuasa Khusus 014/SP/11/99
terlanggal 23 Februari 1999, sedangkan Tergupat | juga hadir Kuasanya
Hartono, SH., Tambus M. Naiborhu, SH., LL.M., Djangkung Sudjarwadi, SH.,
LL.M.,, Sugiri Budi Santaso, SH., Sri Muljo Rahartani, SH. Sri Sunardi, SH. dan
Didik  Hariyanto, SH. dengan Surat Kuasa Khusus Nomor °
425/5KU/WBC.04/KP 04/99 tanggal 08 April 1999, untuk Tergugat II hadir
kuasanya Hartono, SH., Tambus M. Naiborhu, SH.,LL.M., Djangkung Sudjar-
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wadi, SH.LL.M,, Sugiri Budi Santoso, SH., Sri Muljo Rahartani, SH., Sri
Sunardl, SH., dan Didik Harivanto, SH. Momor : 326/SKUMWBC.04/KP.03/
1999 tanggal 08 April 1999, unfuk Tergugat 11T badir kuasanya Hartono, SH.,
Tambus M. Naiborhu, SH.,LL.:M,, Djanckung Sudjarwadi, SH.LL.M., Sugiri
Hudi Santose, 8H., Sri Muljio Rahartani, SH., Sri Sunardi, SH., dan Didik Hari-
yanto, SH. Nomor : (403/5K1)/ WBC.04/KP.02/1999 tanggal 08 April 1999, dan
untuk Tergugat [V hadir kuasa-nya Hartono, SH., Tambus M, Maiborhu,
SH.LL.M., Djangkung Sudjarwadi, SH, LL.M., Sugiri Budi Santoso, SH., Sri
Muljo Rahartani, SH., Sri Sunardi, 5H., dan Didik Hariyanto, SH. Nomor |
SKU-02/'WPLOS/KP.06/1999 tanggal 27 April 1999;

Menimbang, bahwa Parg Tergupgat dengan surat jawaban vang diajukan pada
tanggal 5 Mei 1999 telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai
berikut

1. Dalam Perlawanan :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang MNomor 19 Te-
hun 1997 tentang Penagihon Pajak dengon Sursi Paksa (PPSP), dise
butkan bahwa “Gugatan Penanggung Pajak Terhadap Pelaksanaan Su-
rat Paksa, Sita, atau Lelang hanya dopat diajukan kepada Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP)", oleh karena itu Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang menerbitkan Penetapan
uniuk menunda Surat Paksa;

2. DBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat {1} Undang-undang MNo-
mor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan
bahwa “Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi
wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara ter-
tentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan
melaluf upaya administratif yang tersedia”, Sesuai dengan ketentuan
tersebut Pengadilan Tata Usaha WNegara Jakarta tidak atau belum ber-
wenang memeriksa apalagi membuat suaty penetapan yang menunda
pelaksanaan Surat Paksa, karena emasib tersedia upaya administratif
terhadap penerbitan Surat Paksa, yaitu mengajukan pugatan kepada
BPSF,;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Fasal 67 ayat (4) huruf b Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 teritang Peradilan Tata Usaha Negara, seharus-
nya permohonan Penpgupal dalam suramya Momor (54/SP/4/1999
tanggal 15 April 1999 untuk menangguhkan Sural Paksa scharusnya
tidak dapat dikabulkan dan ditolak Majelis Hakim Penpadilan Tata
Lisaha Megara Jakarta, karena Pelaksanaan Surat Paksa untuk penagib-
an pajak dan bea masuk adalah demi kepentingan umum dalam rangka
Pembanounan Nasional. Oleh sebab itu Penetapan Majelis Hakim
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Pengadilan Tata Usaha Negara lakarta Yang menunda pelaksanaan Su-
rat Paksa tersebut adalah tidak sah, cacal hukum, dan bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Ftalhwa berdasarkan uraian tersebut di atas nyatalah bahwa Penetapan Ma-
]f.‘.h!i Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakaria didasarkan pada per-
timbangan hukum yang salah, dan keliru pada pertimbangan hukum v..an-d
berlaku, karena hanya berdasarkan keterangan sepihak dari P:nggénaﬁ
Frlu:-:h karena it Tergugar | sampai dengan Tergugat IV mohon kepada If{a-
jelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengangkat dan

rqf:nr:ahul Penetapan tersebut sebelum putusan akhir dalam perkara a guo
dijatuhkan; =

II. Dalam Eksepsi:

I. Bahwa schapaimana disebuikan Penggugat dalam posita Blgdtan vang
merjadi obyek gugatan dalam perkara @ guo adatah Surat Paksa :mn_a,
diterbitkan oleh Para Tergugat vaity - .

& Surpt-surat Faksa Tergugat [ terdiri dari
b Nomar D 5-1ETWEC 04/ P, 0/ 1 99y tanggal 19 Februar 1999,
* Nomor : 5-182/WRC.04/KP.04/1999 tangpal 19 Februari 1994;

* Nomor : 5-183/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1899,

¥ Nomor : 5-184/WBC.04/KP.04/1 999 tanggal 19 Februsri 1999;

b. Surat-surat Paksa Tergugat IT terdiri dari -
* MNomor : PAK-01/WBC.03/EP.04/1999 tangaal 17 Februari 19049:
* Nomor : FAK-02/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999
* Nomor : PAK-03/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999,
c. Surat-surat Paksa Tergugat 111 terdiri dari -
* Nomor : 969/WBC.04/KP. 02/1999 tanggal 9 Februari 1999;
d. Surat-surat Paksa Tergugat IV terdiri dari -
* Nomor ; SP-0000182/WPJ.05/KP.0608/1999 tangpal 5 April
1999; h

2. Bahwa Surat Paksa tersebut diterbitkan oleh Para Tergugat dalam
rangka melakukan penagihan Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai
dan Barang Mewah (PPnBM) kepada Penggugat in casw PT. Timor
Putra Nasional (PT. TPN) berdasarkan ketentuan Undang-undang
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa,
oleh karena Penggugat tidak memenuhi kewajibannya meskipun
kepadanya telah diberikan peringatan; i

3. .I'%ahwa sesuai dengan ketentuan Pasal | Undang-undang Nomor 19

Fahun 1997, dengan tegas discbutkan bahwa yang dimaksud dengan
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Pajak adalah “semua jenis Pajak yang dipungut dleh Pemerintah Pusar,
termasuk Bea Masuk & Cukai dan Pajak yang dipungut Pemerintah
Daerah menurut Perundang-undangan yang berlaku':

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 19 Ta-
bun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa disebutkan
bahwa “Gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa,
Sita dan Lelang hanya dapat diajukan kepada Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak”. Oleh karena itu Majelis. Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan menga-
dili gugatan atas Surat Paksa, sebab pugatan tersebut merupakan
kewenangan dari Badan Penyelesalan Sengketa Pajak (BPSP) untuk
memeriksa dan mengadilinya (Kompetensi Absolut);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 17 Ta-
hun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, ditentukan
bahwa BPSP mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memu-
his sengketa pajak, yaitu sengketa yang dapat diajukan Banding atau
gupatan Kepada BPSP Tugas dan wewenang BPSP tersebul berads
diluar tugas dan wewenang Peradilan Umum dan Peradilan Tata Lsahs
Megara;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang No-
mor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan
bahwa “Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi
wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Mepara ter-
tentu, maka sengketa Tata Usaha Nepara tersebut harus diselesaikan
melalui upaya administratif yang tersedia”, Dengan demikian gugatan
terhadap Surat Paksa yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadil-
an Tata Usaha Negara Jakarta adalah prematur, karena gugatan a quo
harus ferlebih dahulu diajukan kepada BPSP:

Bahwa berdasarkan hal-hal terscbut di atas, maka gugatan Penggugat
haruslah diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), bu-
kan digjukan Peradilan Tata Usaha Negara, Karenanya demi hukum
dan tala tertib beracara, sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan
(1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Terpugat I sampai dengan
Tergugat IV mohon agar sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memberikan
putusan atas Perlawanan dan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diaju-
kan oleh Tergugat [ sampai dengan Tergugat 1V dengan amar sebagai
berikut :

DALAM PERLAWANAN :
I. Menerima perlawanan Tergugat | sampai dengan Tergugat IV;
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persidangan tertang
gai berikut :

I,
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2 rﬂnc;:][?[m dan menyatakan tidak berlakuy Penetapan Majelis Hakim
cngadilan Tata Usaha Negara Jakaria Nomor 025/G.TUN/|999/
PTUN.JKT tanggal 19 April 1999: ' ’

DALAM POKOK PERKARA -
l. Menerima Eksepsi Terpugal | sampai dengan Tergupat TV
2 lf:“lr:nyatal-:nn bahwa Pengadilan Tata Usaha MNegara Jakara tidak
erwenang untuk memeriksa dan mengadili perkar 1
diajukan aleh Penggugat; i R
Menghuloum Pengrugat untuk membayar bi i
i ayzs perkara vo
dalam perkara ini; : St g fail
Mﬂnimbang,

Lk

bahwa :erha:dap Jawaban Tergupat tersebut Penggugat pada
gal 12 Mei 1999, telah mengajukan tanggapan eksepsi seba-

DALAM PERLAWANAN :

flﬂ:wa Lfrh:_ui:tp yang dikeludrkan oleh Badan Peradilan Tata Usahs Nezara

;II‘.;E?};;Q ‘;_r‘]vfj R:rdaﬂrkm Pasal 67 ayat (4) Undang-undasg Nomor 5 Ta-
! , tidak di cink - i

ity dimungkinkan adanya perlawanan, sebab lidak ada dasar

DALAM EKSEPSI -

la, Eahuf'a kemudian Pasal 24 avat (1) Undmg—Undang Dasar 1945 ber-
bunyi ; K(.‘L‘II.!HSERI] Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan lain-lain badan Kehakiman menurut Undang-undang:
l.b. bahwa ke.muu‘ian Fasal 24 ayat (1) tersebut dilaksanakan oleh Undang-
undang Nemor 14 Tahun 1970, yang dalam Pasal E0 berbunyi : .
(1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan ole
kungan
a. Peradilan Umum:
b. Peradilan Agama;
c. Peradilan Militer:
d. Peradilan Tata Usaha Negara;

(2) Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi;

(3} Terhada}p ‘Putusan-putusan vang diberikan tingkat terakhir oleh
Fungad] lan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agune, Kasasi
dapat diminta kepada Mahkamah Agung; =

(4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan lertinggi atas perbuat-

an Pengadilan yang lain menurut ketentuan yang ditetapkan oleh
undang-undang:

h Pengadilan dalam ling-

ey
A
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Bahwa selanjutnya Pasal 33 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970
berbunyi : _
Badan-badan Peradilan khusus disamping Badan-badan Peradilan yang
sudah ada, hanya dapal diadakan dengan Undang-undang; )

Bahwa oleh karena Pasal 13 tersebut di atas secam tegas disebutkan
Badan Peradilan Khusus, maka Badan/Lembaga yang dahmtu‘l: harus
memakai nama . Badan Peradilan, sebagai contoh vang baru dibentuk
Badan Peradilan Niaga atau Pengadilan Niaga;

Bahwa dengan demikian Badan Penyelesaian Sengkela Pajak/ BPSP
bukanlzh suaty Badan Peradilan yanp menurut peraturan perundang-
undangan sebagai pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman:

Bahwa aleh karena BPSP bukan Badan Peradilan yang inkonstitusional
dan tidak termasuk dalam pengertian Badan Yudikatuf, maka ke-
beradaannya dan kedudukannya tidak dapat dis:mnakan' dcng_an Badan
Peradilan yang Konstitusional dan knnsekw::?sm;m lebih lanjut, BPS_F
tidak mempunyai kewenangan absnhil, schingga dalam gugatan in
casy, Yidak dimungkinkan adanya Eksepsi terhadap Kewenangan Abso-
Jui;

Bahwa olch karena BPSP itu bukan Badan Peradilan ma]caLHukurln
Acaranys Tidak Obyektif dan tidak Lungka[._: sebah I31:‘rSlJ tidak d+=
bawah Pengawasan Mahkamah Agung, melazinkan pembinaannya di-
lakukan oleh Menteri Keuangan, sehingga putusannya akan terasa Jauh
Dari Rasa Keadilan:

Bahwa disamping alasan angka 2b, juga maksud diadakannya atau
dibentuknya BPSP itu semata-mata untuk memperoleh pcr_na_suketn uang
yang sebesar-besarnya dari pajak dan juga anggota Maje_lus d!ﬂ-‘!'lgk&l
oleh Menteri Keuangan dari orang yang mempunyai keahlian rdlhl.dal‘:g
Perpajakan yang tidak pernah mr:mpr:ru]-.-llt pendidikan sebagai soerang
yang selayaknya akan memberikan keadilan dalam Eau;.len Peradilan,
maka putusannya akdn dirasakan oleh mas:ﬁula]-:at sehagmr putusan yang
jauh dari rasa keadilan, apalagi putusannya tidak dapat du]amtzlxkan Ka-
sasi ke Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertingei,

Bahwa oleh karena, menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997,
untuk menjadi anggota Majelis BPSP dan menjadi Kpasa IH1_Jkum
Pemohon dalam BPSP antara lain harus mempunyai keahlian di bidang
Perpajakan, maka yang menjadi wewcnang BPSP hanyalah sengketa
pajak yang mumi timbul dari ketanﬁrnn-kutcnluaq peraturan  per-
undang-undangan perpajakan sehingga mercka Eﬂﬂl‘ldl?.!n}'i} pengetahuan
IImu Hukum Keperdataan minim saja dan sebagai _Hk:ham}ra kalau
permohonan penyelesaian tentang sengheta pajak itu d:das.arkan kEpﬂ.li-'!
Perbualan Penguasa yang melawan hukum (Onrechtmatige Overheids
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Daad), dawfntau Perbugian Penguasa yang sewenang-wenang (Willekeur)

sudah sangat jelas mereka Tidak Mampu memberi Putusan yiang ber-
dasarkan Hukum dan Keadilan;

{(Mohon periksa Pasal 38 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 yang
berbunyi

(1) Gupgatan  pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disjta
hanya dapat diajukan kepada Pengadilan MNegeri);

3.b. Bahwa dari bunyi Pasal 38 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 1er-
sebut, sudah sangat jelas kalay BPSpP tidak berwenang memutus seng-
keta yang dasarnya Kepemilikan, yang nota bene terlinat dalam lapang-
an Hukum Keperdataan, sehingga demikian Juga kalau dasar gupatan-
nya adalah perbuatan penguasa yani melawan hukum dan sewenang-
wenang yang nota bene terletak dalam hukum Keperdataan dan Hukum
Tata Usaha Negara yang berwenang memutus bukan BpSp melainkan
Badan Peradilan Tata Usaha Mepara;

3.c. Bahwa didalam gugatan jn casu, jikalau dibaca secara teliti dan cermat
didalam positanya jolas Sural Pakea dan surat-surat Dirjen Bea dan Cu-
kai serta Dirjen Pajak itu didasarkan kepada Surat Menteri Keuangan
Nomor 5.589/ MK.01/1998 tangpal 13 November 1998 (vang mana su-
rat tersebut tidak pernah diberikan atay ditembuskan kepada Penpeupat
casu guo PT. Timor Putra Nasional dan tidak pernah diumumkan se-
hingga tidak berlaku lengrang wakiu 90 (sembilan puluh) hari, yang
mierupakan perbuatan penguasa yang melawan hukum, sehab surat ter-
sebut didasarkan kepada surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 824/MPE/ 1908 tanggal 13 November 1998 yang diterbitkan se-
Eara sewenang-wenang (willekeurig):

3., Bahwa oleh karena gugatan Penpsupat didasarkan kepada perbuatan
penguasy yvang melawan hukum dan sewepang-wenang serta Menteri
Keuangan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Pajak
adalah Pejabat Tata Usaha Negara maka yang mampu dan berwenang
mengadili adalah Peradilan Tata usaha MWegarn;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas Badan Penyele-
saian Sengketa Pajak (BPSP) tidak mampu dan tidak berwenang memeriksa dan
mengadili perkara gugatan Penggugat tersebut yang nyata didasarkan kepada
perbuatan melawan hukum dan sewenang-wenang dari penguasa. Dan kemudian
sudilah kiranya yang terhormat Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta menjatuhkan Putusan Penetapan sebapai berilaut -

= Menolak Eksepsi Absolut dari Tergugat T sampai dengan Tergupat TV,

= Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksy
dan mengzadili gupatan Penggugat;
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- Melanjutkan pemeriksaan dan Peradilan perkara gugatan Penggugat;
— Menunda biaya perkara dalam putusan pokok perkara:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan tangpapan Tergugat ter-
sebut di atas, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Momor -
025/G. TUN/1999/PTUNJKT vang dibacakan pada tanggal 19 Mei 1999 yang
amamya sebagai berikut ;

— Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakaria berwenang memerj_ks_a.
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Megara, dalam perkara ini;

— Menangguhkan biaya perkara sampai dangan petusan akhir:

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, 11, IT1 dan IV telah mengajuka.l?
jawaban pokok perkara tanggal 26 Mei 1999, yang pada pokoknva sehapai
berikut ;

I. Dalam Eksepsi :

1§

5448

Bahwa sebagaimana disebutkan Penggugat dalam posita gugatan YUng
menjad) obyck gugatan dalam perkara o guo adalah Surat Paksa vang
diterbitkan oleh Para Tergugat vaitu :
a. Surat-surat Paksa Tergugat | terdiri darj ; .
* Nomor : 5-181/WBC.04/KP. 04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
* Nomor; 5-182/WBC.04/KP. 04/1999 tangeal 19 Februari 1999:
* Nomer : 5-183/WBC.04/KP, 04/1999 tangeal 19 Februari 1999.
* MNomor : §-184/WBC.04/KP. 04/1990 tangpal 19 Februari 1999;
b. Surat-surat Paksa Tergugat Il terdin dari ;
* Nomor ; PAK-01/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999:
* Nomor : PAK-02/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Febiruari 1999;
* Nomor : PAK-03/WBC.03/KP.04/1999 tangeal 17 Februari 1999,
c. Burat-suret Paksa Tergugat 11 terdiri dar :
* Nomor : 969/ WBC.04/KP. 02/1999 tanggal 2 Februari 1999
d. Surat-surat Paksa Tergugat IV terdiri dari :
* Nomor : SP-0000182/WPI,05/CP.0608/1999 tanggal 5 April 1999;

- Bahwa Surat Paksa tersebut diterbitkan oleh Para Tergugat dalam rangka

melakukan penagihan Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai dan
Barang Mewah (PPnBM) kepada Penggugat in casu PT. Timor Putra
Nasional (PT. TPN) berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomeor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, oleh karena
Penggugat tidak memenuhi kewajibannya meskipun kepadanya telah
diberikan peringatan;

Vurisprudensi Mahfamah Agung 1

3. Bahwa sesuai denpan ketentuan Pasal | Undang-undang Nomor 19 Ta-
hun 1997, dengan tegas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pajuk
adalah “semua jenis Pajak vang dipungut aleh Pemerintah Pusat, ter-
masuk Bea Masuk & Cukai dan Pajak yang dipungut Pemerintah Dacrah
menuwut Perundang-undangan yang berlaku™;

4. Bahwa berdasarkan ketentuin Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Momor
19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa disebutkan
bahwa “Gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksaa,
Sita dan Lelang hanya dapat diajukan kepada Badan Penyelesaian Seng-
keta Pajak”. Oleh karena ity Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta tidak berwenang untuk memériksa dan mengadili gugatan
atas Surat Paksa, sebab gugatan tersebut merupakan kewenangan dari
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak {BPSP) untuk memeriksa dan meng-
adilinya (Kompetensi Absolut):

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 17 Tahun
1997 tentans Badan Penvelesaian Scngkets Pajak, dientuksn baliwa
BPFSP mempunyni tugas dan Wewenanp memenksa dan memutys seng.
kieta pajak, yaitu sengketa yang dapat diajukan Banding atau pugatan
kepada BPSP. Tugas dan wewenang BPSP tersebut berada dijuar tugay
dan wewenang Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1} Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Megara dinyatakan bahwe
“Dalam hal suaty Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara - diber
wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
menyelesaikan sccara administratif sengketa Tata Usaha Negara lertentu,
maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalu
upaya administratif yang tersedia",

Dengan demikian gugatan terhadap Surat Paksa yang diajukan oleh
Penggugat kepada Penpadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah prema-
tur, karena gugatan a gue harus terlebih dahuly diajukan kepada BPSP:

Bahwa berdasarkan hal-ha) tersebut di atas, maka Tergugat [ sampai dengan

Tergugat IV tetap berpendirian bahwa gugatan salah alamat, karena Peng-

gugat scharusnya mengajukan ke Badan Penyelesaian  Sengketa Pajak
(BPSF):

II. Dalam Pokok Perkara

I Bahwa segala sesuatu vang dikemukakan dalam eksepsi di atas mohon
dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini, dan selanjutnya Ter-
gugat I sampai dengan Terpugat IV menalak dengan tegas seluruh daljl-
dalil dalam gugatan Penggupat;

2. Bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara @ guo adalah Surat

Paksayang diterbitkan oleh Tergugat | sampai dengan Tergugat IV se-
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bagaimana butir 4, 5, 6 dan 7 posita gugatan, namun seluruh dalil-dalil
Pengpugat tidak dapat membuktikan terhadap hal apa, adan peraturan
perundang-undangan mana yang bertentangan dengan penerbitan Surat
Paksa tersebut. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Majclis: Hakim
Pengadilan Tata Usaha Nepara Jakarta untuk mengesampingkan dan
menolak dalil-dalil Penggugat dalam perkara a quo;

Bahwa Pengpugat secara jelas dan tegas justru telah mengakui dalam
butir 9 dan 10 posita pugatannya bahwa Tergugat | sampai denpan Ter-
gugat IV menerbitkan Surat Paksa adalah sebagai pelaksanaan dan ber-
dasarkan Surat Menteri Keuangan Momeor S.589/MK.01/1998 tanggal
13 November 1998 dan Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
S.951/BC/1Y998 tangeal 18 November 1998 yang memerintahkan untuk
melakukan penagihan Bea Masuk dan PPnBM atas nama Penggugat,
Hal ini sesuai dengan kewenangan Menterl Keuangan dan tugas serta
wewenang Terpugat [ sampiti dengan Terpugat IV menurut Undang-
undang Momor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak denpgan Surat
Paksa dan Persturan Pelaksanaanmya;

Babwa Pengpugat jugs menegaskan, mengakui dan membensrkan Surm
Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Surat Menteri Keoangan sebagai-
mana butir 3 di atas, adalah didasarkan pada Surat Menteri Perindus-
irian dan Perdagangan Nomor 824/MPE/B/1998 tanpgal 7 Agustus
1998, Oleh karena itu Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Surat
Menteri Keuangan tersebul adalah sah dan sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku dalam pelaksanaan penegakan hukum penagihan
Bea dan Cukai dan PPnBM atas namz Penggugat;

Bahwa Penggugat telsh mencampur adukan Keputusan Tata Usaha
MNegara yang diterbitkan olch Tergugat | sampai dengan Tergugat IV
dengan surat-surat yang diterbitkan oleh Menteri Kevangan dan Direk-
tur Jenderal sebapgai atasan Tergugat, schagaimana tersurat dalam butir
12 dan butir 13 posita gugatan. Pengpugat telah kebingunpan dan secara
kabur (obscuur libel) mencari-cari alasan vang lidak dikenal dalam hu-
kum administrasi pada umumnya dan hukum pajak pada khususnya, hal
ini dapat dimaklumi mengingal Penggugat sangat awam dan masih da-
lam taraf pemula di bidang hukum administrasi negara maupun hukum
pajak. Oleh sebab itu sudah seharusnyalah bahwa Majelis Hakim Peng-
adilan Tata Usaha Negara Jakarta mengesampingkan dan menolak dalil-
dalil Penggupat tersebut dalam butir 11 dan 12 positanya;

Bahwa dalam butir 14 dan 15 posita gugatan, Penggugal memper-
masalahkan hubungan surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 269/MPP/2/1998 dengan Surat Menterl Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 824/MPP/B/1 928 maupun mzsalah DSB-WTO dan
IMF. Dalil terscbut adalah masalah intern Menteri Perindustrian dan
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Perdagangan dan tidak ada kaitannya denpan pokok sengketa yaitu Su-
rat Paksa, sehingga tidak perlu tanggapan apapun dari Tergugat 1 sam-
pai dengan Tergugat 1V. Seharusnya masalah tersebut diajukan kepada
Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan bukan kepada Tergugat 1
sampai dengan Tergugat [V, Oleh karena ita sekali lagi tidak perlu di-
tangpapt karena tidak relevan dengan pokok sengketa;

Bahwa surat Direktur Jenderal Bea dan Cukal Momoar 5.951/B0/1908
yang didasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor 5.589/ME01/1999
adalah sebagai tindak lanjut dari Surat Moenteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 824/MPP/8/1999 adalah sah menurut hukum,
karena tidak ada satupun instansi yang menyatakan bahwa surat-surat
tersebut tidak sah sampai saat ini. Demikian pula belum ada dan tidak
ada putusan Pengadilan vang menyatakan bahwa surat-surat tersebut
dinyatakan tidak sah atau dibatalkan menurut hukum. Perihal anggapan
Pengeugat vang picik dan semipit bahwa surat Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 824/MPP/B/1999 dengan Surat Menteri Perindis-
trinn dan Perdaganian sebelumpya hal rersebur ndak oda katan dan
relevansinya dengan Tergugat | sampai dengan Tergugat IV karena:ha!
tersebut merupakan masalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan
yang tidak ada sangkut-pautnya dengan perkara a guo. Demikian pula
dalil Penggugat dalam butir 16c posita gugatan yang secara salah me-
ngutip bunyi Fasal 5-ayat (2) Undang-undang Nomor |1 Tahun 1994
adalah tidak relevan dengan penerbitan Surat Paksa, karena keberztan
atas pungutan PPnBM dapat diajukan kepada Dircktur Jenderal Pajak
maupun Banding kepada BPSP. Masalah gugatan atas pelaksanaan Su-
rat Paksa hanyalah menauji aspek kebenaran dan keabsahan formal dari
surat Paksa itu sendird, dan tidak menyangkut pengujian kebenaran
material dari wane Pajak dan Bea Masuk;

Bahwa Direktur Jenderal Bea dan Cukai secara administratif, organisa-
toris dan yuridis adalah bertanggung jawab kepada Menteri Keuanpan,
Jadi sudah sesuai menurut hukum tindakan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai menerbitkan Surat Nomor 5.951/BC/1998 tanggal 18 November
1998, yang selanjutnya digunakan oleh Tergugat I sampai Tergugat 111
dalam melaksanakan penagihan Bea Masuk hingga diterbitkan Surat
Paksa. Hal ini sesual dengan peraturan perundang-undangan yang ber-
laku bahwa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan Bea
Masuk adalah Menteri Keuangan, bukan Menteri dan Instansi dan Lem-
baga lainnya, Masalah tanggapan terhadap interprestasi Pengguaal
adanya pertentangan antara Surat Menteri Perindustrian dan Perdagang-
an yang lama dengan yang baru, adalah tidak relevan dengan perkara o
grio dan tidak perlu ditanggapi Tergugat | sampai dengan Tergugat [V
karena hal itu sekali lagi masalah intern Menteri Perindustrian dan
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Perdagangan. Scharusnya pugatan adanya pertentangan surat-surat ter-
sebut ditujukan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan
bukan kepada Tergugat | sampai dengan Tergugat 1V

Bahwa dalam butir 19, 20 dan 21 posita gugatan, sekali lagi Penggupat
tidak dapat membuktikan dalam hal apa, atau aturan hulkum mana Surat
Paksa oleh Tergupgat 1 sampai dengan Tergugat IV telah bertentangan
dengan suatu perundang-undangan yang berlaku. Penerbitan Surat
Paksa oleh Tergugat | sampai dengan Tergugat 1V adalah scsvai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Surat Paksa diterbit-
kan apabila Penangpung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan
taniggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat
Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis (vide Pasal 9
huruf a Undang-undang Nomor 19 Tehun 1997). Berdasarkan bukti-
bukti vang ada dan sah menurut hukum serta dizkui kebenarannya oleh
Penzgupal, sebelum penerbitan Surat Paksa, Tergugat | sampai dengan
Tergugat IV masing-masing telah menerbitkan Surat Pemberitahuan
Kekurangan Pembayaran Bea Masuk dan pajak lainnya dalam minglo
impor (SPKPEBM) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
dan ditindaklanjuti dengan penerbitan dan penyampaian Surat Teguran
kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlalar;

. Bahwa penerbitan surat-surat paksa a gue, tidak terlepas dari pemberian

sebagaimana pembatasan Bea Masuk dan PPnBM berdasarkan Kepu-
tusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996, Instruksi Presiden Nomor 2 Ta-
hun 1996, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdapangan Momor
IUMPP/SKS2/1996 tangeal 19 Februari 1996, Nomor 142/MPP/KER/
6/1996 tanggal 5 Juli 1996 dan Keputusan Menteri Keuangzan Momor
S2ME.01/1996 tangeal 19 Februari 1996;

Bahwa pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk dan PPnBM dalam
ketertuan-ketentuan tersebut pada butir 10 di atas, dengan tegus diper-
syaratkan ;

A, Dibuat di dalam negeri harus memenuhi syarat :
* Pada akhir tahun pertama harus mencapai tingkat kandungan lo-
kal lebilh besar dari 20%:;
* Pada akhir tahun kedua harus mencapai tingkat kandungan lokal
lebih besar dari 40%,
* Pada akhir tahun ketiga harus mencapai tingkat kandungan lokal
lebih besar dart 60%;
B. Dibuat di luar negeri harus memenuhi syarat menggunakan bagian
dan perlengkapan buatan Indonesia dilakukan dengan cara imbal
beli sekurang-kurangnya 23% dari nilai CBU (nilai C dan F);
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Fencapaian tingkat kandungan lokal yang telah dicapai dan pemanfaatan
imbal beli akan diaudit oleh Menteri Perindustrian dan Perdaganpan
yang dalam hal ini telah menunjuk PT, Sucofindo dengan Surat Direkiur
Jenderal Industri Logam Mesin dan Kimia Momor 189/DL-ILMEJL
1996 tanggal 7 Maret 1996;

Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Momor 82/KME.01/
1996 tanpgal 19 Februari 1996, dengan tegas dilentukan apabila per-
syaratan yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 3 1/MPPE/SE/02/1996 tanpeal 19 Februar 1996 ti-
dak terpenuhi, maka Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Nasional
yang bersangsutan fn casu PT. Timor Puba Nasiona! wajib membayar
pungutan impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Momor
20 Tahun 1996, Nomor 36 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Keuangan
MNomor 645/KMEL01/1993 tanggal 10 Juni 1993;

Hahwa fakianya, berdasarkan hasil venfikasi dan audit pemantauan
yang dilakukan oleh PT. Sucofindo, untuk tahun pertama (Oktober 1996
sampal dengan September 1997) yang dilaporkan kepada Menteri Per-
industrien dan Perdagangan-dengan Surst Nomor 44/DRU-VAVTA 998
tanggal @ Januari 1998 dan Nomor 096/DRU-VAVT/1998 tanggal 27
Januir] 1998 yaijtu ;
* Untuk mobil rakitan luar negeri (eks, Impor CBU) imbal beli hanya
sebesar USE 409,000,000 atau kurang dari yang dlpcrsyamtkan (USS
&2, 600,000,000%;

* Untuk mobil rakitan dalsm negeri (eks. CKD), lokal kandungan
lertinggi vang dicapai sampai dengan Oktober 1997 (dalam satu ta-
hun pertama) hanya 8,3%;

. Bahwa oleh karena PT, Timor Putra Nasional tidak dapat memenuhi

persyaratan pemberian fasilitas impor sebagaimana diatur di atas, maka
PT. Timor Putra Masional wajib membayar pungutan impor sesuai
dengan ketentuan yang berlaku (vide Keputusan Menteri Keuangan
Momaor 82/KME.01/ 1996 tangzal 19 Februari 1996);

Bahwa PT. Timor Putra Nasional telah terlanjur menjual mobil yang
diimpomnya tanpa memasukkan bea masuk dan pajak dalam rangks im-
por ke dalam harga jual, hal itu merupakan kesalahan PT. Timor Putra
Nasional sendiri, yang dari awal telah salah perhitungan (over comvi-
dencefover estimate) ekan kemampuan dalam memenuhi persyaratan
yang ditentukan. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan
bahwa bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor dibebankan kepada
Pembeli mobil Timor, adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan hanya
mengada-ada;
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Berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, terbuktilah bahwa dalil-
dalil yang dikemukakan Penpgugat dalam surat gugatannya adalah tidak benar,
oleh karena itu kami mahon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha MNegara
Jakarta yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara o gwo berkenan mem-
berikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPS] -

I. Menerima Eksepsi Terpugat 1 sampai dengan Tergugat IV;

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang
untuk memeriksa dan mengadili perkara pugaian yang diajukan oleh Penp-
gupat;

DALAM POKOK PERKARA :

L. Menolak gugatan Penggugat untuk selurshnyz;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain. mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Menimbang, balwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut, telah meng-
ajukan Replik tertanggal 2 Juni 1999 (lihat Berita Acara yang bersangkutan),
yang untuk mempersingkat putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan
ini akan fetapi dianggap merupakan bagian dari putusan ini:

Menimbang, bzhwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengaju:
kan Dupliknya tertanggal 9 Juni 1999, yang dengan alasan-slasan tersebut di
alas, juga tidak akan dicantumkan disini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat d?
persidanpan telsh mengajukan bukti berupa forocopy surat-surat yang diberi
tanda P-1 sampai dengan P43, bermeterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah
dicacokkan dengan bukti aslinys, sebagal berikut -

SURAT-SURAT BUKTI PENGGUGAT :

1, Bukti F—1:
Instriksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 19 Februari 1996 tentang
Pembangunan Industri Mokbil Nasional {(forocopy dari forecapy);

2, Bukt P-2:
Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang
Pembuatan Mobil Nasional (fotecopy dari fotocopy),

3. Bukti P-3;
Keputusan Menteri Penggerak Dana InvestasiKetua Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 02/5K/1996 tanpgal 5 Maret 1996 tentang Penctapan PT.
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Timor Putra Nasional untuk membangun dan memproduksi mobil nasional
(fotocapy dari fotocopy):

4. BukiiP-4 .
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 142/MPP/

Kep/6/1996" tanggal S Juni 1996 tentang Pembuatan Maobil Nasional
(fatacopy dari fotocopy);

Bukti P—5:

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 404/KME.01/1996 tanggal 7 Juni
I996 tentang pembebasan bea masuk dan impor mobil dalam rangka pro-
grem mobil nasional (forocopy dari Jotocopy):

6. Buki P-4
Keputusan Presiden Rl Nomor 20 Tahun 1908 tanggal 21 Januari | 998 ten-
tang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 tentang pem-
buatan mobil nasional (fotocapy dari fotocopy);

7. Bulai P-7.:
Keputusan Menteri Perindustrian dan Pardogangun RI Nomor 269/MPp/
Kep/2/1998 tanggal 23 Februari 1008 perihal pembebasan Bea Masuk dan
PPnBM ditanggung Pemerintah atas impor Sedan Timor CBU dan CKD
(fotocepy dari fotocopy);

8. Bukti P-38:
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ‘R1 Momaor 362/MPRE/
Kep/3/1998 tanggal 10 Maret 1998 perihal Perpajakan Mobil Timor,
(fotocopy dari forocopy);

5. BuktiP-9:
Keputusan Menteri Keuangan RI/ Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
S.322/BC/1998 tanggal 23 Maret 1998 hal pembebasan Bea Masuk dan

PPnBM ditanggung Pemerintah atas impor Sedan Timor CBU dan CKD
(forocopy dari forocapy);

10, Bukti P=10 ;

Keputusan Menteri Keuangan RI/ Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomaor
824/MPP/8/1998 tanggal 7 Agustus 1998 perihal : Mobil Timor,. (fotocapy
dari fitocopy);

I1.Bukti P-11
Sural Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 5.951/BC/1998 tanggal 18
Movember 1998 perihal : Penagihan Bea Masuk dan Impor lainnya atas pe-

masukan mobil sedan Timor atas nama PT. Timor Putra MNasional, (fotocopy
sesuai aslinya);

L
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12 Bukti'P=]2
Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomer 1410/MPP/6/1996
tanggal 30 Juni 1996 tenlang Pengakuan sebagai Importir Terdaftar/Agen
Tunggal (IT/AT) kendaraan bermotor, (fatocopy sesuai aslinya);

13. Bukti P13 :
Surat Menteri Keuangan Nomor S.589/ME.01/1998 tanggal 13 November
1998 hal : Penelitian dan Pemeriksaan pemenuhan kewajiban atas perolehan
fasilitas mobil nasional (fotocopy darl fofocopy);

14, Bukti P-144
Surat Paksa Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Jakarta Nomor 181/
WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999, (fotocopy sesuai aslinya);

15 Bukii P-148
Surat Paksa Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Jakarta Nomor 182/
WBC.04/KF.04/1999 tanggal 19 Februari 1999, (fetocopy sesuai aslinya);

16. Bukii P-14C :
Sutat Pakea Kantor Pelayanan Hea dan Cukei Tipe A Jokarta Nomor 183/
WOCO4RI04/1995 tanggal 19 Februarl 1999, (jotocopy sesual aslinya);
17. Bukti P-14D

Surat Paksa Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Jakarta Nomor 184/
WBC.04/KF.04/1999 tanggal 19 Februari 1999, {fotocopy sesual aslinya);

18. Bulti P-154 :
Surat Paksa Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok I Momor
PAK. D1/WBC.04/KP.03/1999 tanggal 17 Februari 1999, (fotocopy sesuai
aslinya);

15, Buldi P-158 ;
Surat Paksa Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok 111 Nemar
PAK. D2/WBLC.04/KP.03/1999 tanggal 19 Februar 1999, (forocopy sesuai
aslinya);

20. Bukti P-15C
Surat Paksa Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok II1 Nomor
PAK. 03/WBC.04/KP.03/1999 tanggal 19 Februari 1999, (fotocopy sesuai
aslinya);

21. Bukti P-16 :
Surat Paksa Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok 11 Nomor
S.969/ WBC.04/KP.02/1999, tanggal 9 Februari 1999, (fotocopy sesuai asli-
nya),
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22, Bukti P-17 :
Surat Paksa I{a_nt-:.r Pelayanan Pajak Jakarta Tanah Abang Nomor SP.
u{lﬂ;]IHEMFPI.ﬂJE{P.DEﬂBHFEEF tanggal 5 April 1999, (fotocopy sesuai asli-
nya), .
23, Bukti P-18 ;
Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 3012 tangpal 15
Apustus 195'-'@ hal : Jaminan Bank atas impor 45.000 unit Mobil Timor
(foracopy dari Sarocapy; :
24. Bukai P-19 -
Surat Mentari IKeuangan RI Nomor S-461/MK.01/1996 tangaal 23 Apustus
1996 hal : Jaminan Bank atas impor mokil Timer, Uintacom: daﬁﬁ;mmﬁy};
25, Bukti P20 :
Surat M::n:uri Perindustrian dan Perdagangan Nomor I106/MPP/8/ 1994
hal : Jaminan Bank, (fotpcopy sesuai asli); .
6. Bulsip-23) ;
Hnnrl 'F"I: T'i!"'jr F":.'.':.; Masional kepads Kepaln Kantor Felayanan Hea dan
Cukai Tips A I'Fnruung Priock Il Ref. Nomor 0219/T, el/Dir TEN/VIIY 98,
tanggal & Juli 1998, Perihal - Permohonan penarikan Bank Graransi
(fotocopy dari foreeopyy: ‘
27, Bulti P22 -

‘Surat PT. Timor Putra Nasional kepada Bank Bumi Day:

vi Nomor (0B2/
DIRKUM/TPN/VIILAS, tanggal 20 Agustus 1998, Perihal - Penpembalian
Dokumen Bank Garansi, (fotocapy sesuai asli):

28. Bulti P-23 .
FORMULIR A KHUSUS untuk penerbitan BPKB/STNK tanggal 18 Maret
I:QEIEP dengan Lampiran Pemberitahuan Impor Barang (PIR) telah distempe
i\HI__ISUS INPRES Nomor 2 Tahun 1996 aleh Kantor Inspeksi Bea Cukai
Tanjung Priok II, (fowwcapy sesuai asli);

29, Bukti P24 -;
Surat Edaran Direktar Jenderal Pajak Nomor SE-02/P1.5/1998 tanggal 2
Februari 1998, (fatocopy dari Jatacopy); i

30. Bukti P-25 +

Surat Kepala Kantor Felayanan Pajak Tanah Abang Nomor $-2079/WP1.05/
KP.0607/1998 tanpgal 5 Juni 1998 Perihal - Himbauan untuk memungut dan
menyetorkan PPnBM :tas panyerahan Maobnas, (forecopy dari Sotacapy)
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31, Bukti P-26 :
Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tanah Abang Nomeor S-6079/WP1.0S/
KP.0607/1998 tanggal 17 November 1998 Perihal : himbauan pembayaran
PPN dan PPnf3M atas impor mobil Timeor, (forocopy sesuai aslinyal;

32, Bukti P27 :
Sural Paksa Kantor Pelayanan Pajak Tanzh Abang Nomor SP-0000202/
WPILO5/KP.0608/1999 tangpal 28 April 1999, (forocepy sesuai aslinya):

33_Bukti P-284
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-691/BC.3/1996 tangpal 28 Juni 1996
dengan lampiran Pemberitahuan Impor Barang/PIB {Stempel seswai dengan
aslinya), (fotecapy dan fatocomy);

34. Bukti P-28B
surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-1009BC.B/1994 tanpeal 24 Septem-
ber 1996 dengan lampiran Pemberitahuan Impor Barang/PIB 2084 unit
(Stempel sesuai dengan aslinya), (fovocopy: dari forocopy);

35. Bukt| P-28C -
surat Dirjen Bea dan Cukal Nomor S-1148/HC.B/1995 tangpal 22 Oktober
1996 dengan lampiran Pemberitahuan Impor Barang/PIB & unit Sedan 5515
{Stempel sesuai dengan aslinya), (forocopy dari foracop;

34, Bukt P-28D
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor 5-1184/BC.3/1996 tanggal 31 Oktober
1996 dengan lampiran Pemberitahuan Impor Barang/PIE 668 unit Sedan
S515 (Stempel sesuai dengan aslinya), (fotocapy dari Jaracapy);

37. Bukti P-2RE
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-1130/BC.3/1996 tanggal 12 Desenber
1996 dengan lampiran Pemberitahuan Impor Barang/PIB 1072 unit Sedan
5515 dan Lampiran Pemberitahuan Tmpor Barang/PIB 1394 unit Sedan
8515 (Stempel sesuai dengan aslinya), (forocopy dari Sfotocapy);

38. Bukti P-28F
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomar S-1303/BC.3/1996 tanggal 04 Desember
1996 dengan lampiran Pemberitahuan Impar Barang/PIB 1835 unit Sedan
S5135 dan Lampiran Pemberitahuan Impor Barang/PIB 634 unit Sedan §515
(Stempel sesuai dengan aslinya), (forocapy dari Jotocapy);

39. Bukli P-28G :
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-29/BC.3/1997 tangeal 15 Januari 1997
dengan lampiran Pemberitahuan Impor Barang/PIB 1548 unit Sedan 5515
dan Lampiran Pemberitahuan Impor Barang/PIB 85 unit S515 (Stempel se-
suai dengan aslinya), (fotocopy dari fotocop);
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40. Bukti P-28H :
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-138/BC.3/1997 tangeal 05 Februari
1997 dengan lampiran Pemberitahuan Impor Barang/PIB 1382 unit Sedan
S515, (Stempel sesuai dengan aslinva). (fotocopy dari fotocapy):

41, Bukti P=28]:
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-224/BC 3/ 1997 tingeal 5 Maret 19497
dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang, (fatacopy dari foracopy):

42, Bukti P28
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-330/BC.3/1997 tanggal 04 April 1997
dengan Surat Persetajuan Pengeluaran Barang tanggal 31 Mei 1997 dan
tangeal 15 April 1997, (foracapy dari formeopy):

43 Bukii P-28K -
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-364/BC.3/1997 tanggal 14 April 1997
dengan Sural Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal 16 April 1997,
{fatacapy dari fotecopyy:

14, Bukti P28 .
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-458/BC.3/1997 tanggal 07 Mei 1997
dengan lampiran 2 (dua) Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal 14
Mei 1997, (fotocopy dari farecapy);

435, Bukti P—28M :
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-579/BC.3/1997 tanggal 04 Juni 1997
dengan lampiran Pemberitahuan Impor Barang/PIB Definitif, {fotocopy dari
Sotocapy);

46. Bukti P-28N :
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor 5-603/BC.3/1997 tanggal 06 Juni 1997
dengan lapiran 3 (tiga) Surat Fersetujuan Pengeluaran Barang tanggal 19
Juni 1997, (fotocopy dari fitocopy);

&7, Bukti P-280 -
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomer S-602/BC.3/1997 tangpal 06 Juni 1997
dengan lampiran Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanzeal 5 Apgusius
1997, {fotacopy dari fotocapy);

48, Buktj P-28P - -
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-734/BC.3/1997 tanggal 02 Tuli 1997

dengan lampiran Surat Perselujuan Pengeluzran Barang tangeal 25 Septem-
ber 1997, (fotocapy dari Jotocopy);
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49. Bukd P-28Q ¢
Surat Mrjen Bea dan Cukai Nomor S-729/BC.3/1997 tanggal 02 Juli 1997
dengan lampiran 2 (dua) Surat Persetujuan Penpeluaran Barang tanggal 29
Januari 1998, (fotocopy dari forocapy);

30, Bukti P-28R. ;
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor 5-779/BC.3/1997 tanggal 11 Juli 1997
dengan lampiran Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal 29 Januari
L1908, (forocapy dari fotacom);

51.Bukti P=285 :
Suret Dirjen Bea dan Cukal Nomor 5-778/BC.3/1997 tanggal 11 Juli 1997
dengan lampiran Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal 29 Januari
L1998, (forocopy dari fotecamy);

52. Bukti P-28T ;
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-777/BC.3/1997 tangmai 11 Juli 1997
dengan lampiran Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal 12 Novem-
ber 1997, (stocapy danl fatacopy);

53, Bukti P-28U : .
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor §-823/BC.3/1997 tanggal 22 Juli 1997
dengan lampiran 3 (tiga) Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tangpal 29
Januari 1998, (fotacopy dari fotocopy);

54. Bukti P-28V

Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor 5-824/BC.3/1997 tanggal 22 Juli 1997
dengan lampiran Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal 01 Septem-
ber 1998, (forocopy dari fotocomy);

55, Buktl P=283W :
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-825/BC.3/1997 tangeal 02 Juli 1997

dengan lampiran 2 (dua) Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanpgal 12
Desember 1998, (fotocopy dari forocapy);

56. Bukti P=28X
Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanpeal 29 Januari 1998 Nomoar PIB -
(05327, Nomor : 005328, Nomor : 005329, Momor : 005330 (asli pada Dir-
jen Bea dan Cukai), (forocopy dari forocop);

57. Bukti P-29 :
Notulen pertemuan Komisaris Utama PT. TPN bersama Bapak Memperin-
dag, Kamis tanggal 12 Februari 1998, (fotocopy dari fotocopy);
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58. Bukti P=3D :
Surat Dirut PT. TEN kepada Menteri Keuangan Nomor 0286/Dirut/TPR/X/
98 tanggal 12 Okwober 1998, Perihal : Penjelasan atas permnyaiaan Memper-
indag berikut tanda terima, (fofocopy sesuai asti):

59.BuktiP=31
Surat Dirut PT. TPN kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tan-
jung Priok II Nomor 102/TPN/Dirkew/V1I/1998 tanggal 3 Desember 1998,
perihal - keberatan atas Surat Pemberitahuan kekurangan pembayaran bea
masuk, cukai, denda administrasi dan pajak dalam rangka impor (tembusan
dan tanda terima asli), (forocopy sesusuai dengan aslinya);

60. Bukti P32
Surat Dirut PT. TPN kepada Dirjen Bea dan Cukai Nomor 0016/ TFN/
DIRUT/IN1999 tangeal 8 Februari 1999, perihal : keberatan atas Surat tegur-
an Nomor S-T2IWBC.04/KP, 04/1999 dan §-73/WRC.04/KP.04/1999 tanda
terima asli, (farceopy dari fotacamn;

- Bukti P-33 -

Surat Dirut PT, TPN kepads Dirjen Bea dan Cukai Nomor 0001/TPN/
DIRUT//1999 tanggal 4 Januari 1999, perihal ; keberatan atas Surat teguran
Nomor 5-9424/WBC.04/KP.02/1998, (forocapy dari fotacaps);

62 Bukti P-34 :
Surat Dirut PT. TPN kepada Dirjen Bea dan Cukai Nomor 0348/ TPN/
DIRUT/X1I/1998 tanggal 9 Desember 1998, perihal : keberatan atas surat
Pemberitahuan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, denda adminis-
trasi dan pajak dalam rangka impaor, (fetocapy seauai aslinya);

63, Bukti P-35 ;
Surat Dirut PT. TPN kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tan-
Jung Priok Il Nomor 0020/Sekper/ Dirut/TPN/II1999 tanggal 11 Februari

1999, perihal : Penolakan atas Surat Paksa Nomor 965/ WBC.04/KP.04/1999
(fotocopy sesusuai asiinyal;
64. Bukti P=36 :
Surat Dirut PT. TPN kepada Dirjen Pajak Momer 0084/KU/DIRUTITEN/
V/99 tangeal 6 Mei 1999, perihal : Penolakan atas Surat Paksa Nomor - SP-
COODZ0Z/WPLOS/KP.0608/1999, (fotocapy sesuai aslinya);
3, Bukti P-37 :
Surat Dirut PT. TPN kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai No-
mor 038 TPN/DIRUT/I/9Y tangeal 25 Februari 1999, perihal : Penclakan
alas Surat Paksa Nomor 5-181, 5-182, 5-183/WBC.04/1CP.04/1000 dan Su-
rat Nomor 0055 TPN/DIRUT/HI 1999 tanggal 22 Maret 1999 dengan tanda
terima asli, (foiocopy sesuai aslinya);
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6. Bukti P-38 :

Surat Dirut PT. TPN kepada Dirjen Pajak Nomor 0079/DIRUT/TEN/IV/
1999 tanggal 27 April 1999, perihal : keberatan atas surat teguran Nomar
0002071, 0020609/WEI.05/KP.0608/1999, {fotocopy dari fotocapy);

67, Bukti P-39 ;

Surat Dirut PT. TPN kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
A Tanjung Priok III Nomor 003/ TPN/DIRUT/AVAY tangpal 25 Februari
1999, perihal : Penolakan atas Surat Paksa Nomor PAK-01, 02 dan 03/
WBC.04/ KFP.03/1999, (fotocopy sesuai aslinya);

68. Bukti P-40 ;

Surat Dirut PT. TPN kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai No-
mor 0355/ TPN/DIRUT/11/99 tanggal 30 Desember 1999, perihal : Keberatan
atas Surat pemberitahuan kelurangan pembayaran bea masuk, cukai, denda
administrasi dan pajak dalam rangka impor, (fotocopy dari fotecopy);

65, Bukti P-41 ;
Repart af the Fanel World Trade Organtzatton, Indoresia cartain measur
affecting the awtemobile industry berikut tecierahion resmi bahasa Indonesia,

(foracopy dari fotocopy);

T0, Bukti P42

Surat Menteri Keuangan RI Nomer S-388/MK.01/1998 tanggal 13 Novem-
ber 1998 perihal: Penyelesaian fasilitas mobil nasional, (foracopy dari fors-
copy);

T1. Bukti P43 :

Surat Kesatuan Aksi Penyelamat Persatuan Nasional kepada Dirjen Pajak
Nomor T8/SPPH/VI/1999 1anggal 10 Juni 1999, {farocopy dari fotocapy);

Menimbang, bahwa uniuk menguatkan dalil-dali] sangkalannya Tergugat di

persidangan telah mengajukan bukti berupa forocopy surat-surat yang diberi
tenda T—1 sampai dengan T-23, bermeterai cukup, dan oleh Majelis telah dico-
cokkan dengan bukti aslinya, sebagai beriku :

Bukti T-1:
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1996 temtang Pembangunan Industri
Mobil Nasional, (fotocopy sesuni aslinya);

Bukti T-2;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Pera-
turan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor § Tahun 1963 tentang Pajak Penambahan Milai Barang dan
Jnsa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah
dengan Urdang-undang Nomor 11 Tahun 1994, (forocopy sesuai aslinya);
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Bulai T-3
Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 31/MPP/
SK/2/1996 tanggal 19 Februari 1996, (fotocopy dari fotocopy);

Bukti T-4:
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Ma-
siomal, (sesuai dengan salinan):

. Bukti T-5

Keputusan Menteri Keuangan Momor BAKME.01/1996 tangeal 19 Februar
1956, (fotocapy dari fatocapy);

Bukti T-6;

Surat Keputusan Menter Negara fenpeerak Dana Investasi/Ketua Badan
Koordindsi Penanaman Modal Nomoer 01/8K/1996 tangeal 27 Februari 1996
tentang Ketentuan [nvestasi Dalam Hangka Perwujudan Fembangunan Indus-
tri Mobil Nasional, (fotocopy sesuai aslinya);

Buakh T-7"

Sural PT. Timor Putra Nasional kepeda Menen Perindusirian dan Perda-

pangan tanggal 28 Mei 1996 Perihal : Pengajuan Permohonan lzin Mempro-
duksi/ Mengimpor Kendaraan Merck Timor 8515, (fotocopy sesuai aslinya);

. Bukti T-8:

Surat Keputusan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin dan Kimia Nomor
003/SE/DI-ILMEAIVI996 tanggal 7 Maret 1996 tentang Penunjukan PT,
Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO) untuk melaksanakan
verifikasi dan Post Audit Tingkat Kandungan Lokal Kendaraan Bermotor
Nasional, (farocopy dari fotocapy),

Bukii T-9:

surat PT, SUCOFINDQ kepada Diirjen Industd Logam Mesin dan Kimia
DEPPERINDAG Nomor 044/DRU-IVAVT/I8 tanggal 3 Januar 1998 perihal ;
Audit Femantauan Imbal Beli Proyek Mobil Nasional, (fatocopy sesuai dengan
aslinya);

cBukti T=10 .

Surat Menteri Perindustrian dan Ferdaganpan kepada Menteri Keuangan
Momaor 824/MPP/8/1998 tanggal 7 Agzustus 1998 perihal : Mabil Timaor,
(fotocopy sesuai dengan aslinya);

Bukti T-11 ;

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1998 fanggal 21 Januari 1998 tentang
Pencabutan Mobil MNasional, (sesuzi dengan salinan asli);
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12, Bukti T=12 :
Keputusna Menteri Keuangan Nomor 19/KMK.01/1998 tentang Pencabutan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 404/KMK.01/1996 tentang Pembebas-
an' Bea Masuk Atas Impor Mobil dalam rangka Program Mobil Nasional,
{fotacapy sesuai dengan salinan), .

13. Bukti T-134A !
Surat Paksa yang diterbitkan oleh Terpugat | kepada Pengpugat Momor S-
1E/WBCO4/KP 0471999 tangeal 19 Februari 1999, (fotocapy sesuai asli-
nvaj;

14, Bukti T-138 :_
Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa vang diterbitkan oleh Tergugat |
kepada Pengpugat Nemor S-18 1/WBC.04/KP 04/1999 tanggal 23 Februari
1999, (forocapy sesuai aslinya);

15 Bukti T-13C :
Surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam rangka Imipor (SPKBM) dari Ter-
gugat' T kepnda Penggrigat Momor |26/WBC.O4/KP 04/ 1904 tanzgal 4 Fe-
bruari 1998, {fotecapy sesuai aslinva):

16, Bukti T-131

Surat Teguran dari Tergugat | kepada Pengougat Nomor S-75/WBC.04/KP,
04/1999 tanggal 15 Januari 1999, (forocopy sesuai aslinya);

17. Bukti T-13E :
Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Denda Adminis-
trasi dan Pajak Dalam Rangka lmpor (SPKBM) dari Tergugat T kepada
Pengeugat Nomor S-1326/WBC.04/KP.04/1908 tanggal 9 Desember 1998,
(fetacopy sesuai aslinya);

18 Buktl T-144 :
Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat | kepada Pengeugat Momor S-
[82/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999, {fotocapy sesuai asli-
nyaj,

19, Bukti T--14B
Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa yang diterbitkan oleh T erpgugat 1
kepada Penggugat Nomor §-132/WBC.04/KP.04/1999 tangeal 23 Februari
1999, (fotocopy sesuai aslinva);

20, Bukti T-14C
Surat Pemberitzhuan Piutang Pajak dalam rangka Impor dari Tergugat [
kepada Penggugat Nomor 125/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 4 Februari
1999, (fotecopy sesuai aslinva);
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21, Bukti T-14D :
Surat Teguran dari Tergugat | kepada Peaggugat Nomor S-73/WBC.04/KP.
04/1999 tanggal 15 Januari 1999, (fotocopy sesuai aslinya):

22. Bukti T-14E :
Surat Pemberitabuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Denda Adminis-
trasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKBM) dari Tergugat | kepada
Fenggugat Nomor 5-1323/WBC.04/ KP.04/1998 tangpdl 9 Desember 1998,
(forecapy sesuai aslinyal;

23.Bukti T-154 -
Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat | Nomor §-183/WBC.04/
KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999, (fotocapy sesuai aslinya);

24. Bukti T-[5B :
Berita Acara Pemberitabhuan Surat Paksa Nomor 5-183/WRBC, D4/ P .04/
1999 tanggal 23 Februari 1999, (fotocopy sesuai aslinva);

25. Bukl] T=15¢
Surat Pemberitabuan Pistang Pajak datam fakigha lmpor dart Terpugat |
kepada Pengpugat Nomor 123/WBC.04/KP.04/1999 tangeal 4 Februari
1999, (folocopy sesuai aslinya);

26. Bukti T-15D
Surat Teguran dari Tergugat | kepada Penpgugat Nomor S-T2MWBC.04/KP,
04/1999 tanggal 15 Januar| 1999, {fotocapy sesuai aslinya);

27. Bukti T-15E ;
Surat Pemberitahuan Kekurangen Pembayaran Bea Masuk, Denda Adminls-
trasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPEBM) dari Tergugat | kepada
Penggugat Nomor 8-1325/WBC.04/KP.04/1998 tangeal 9 Desember 1998,
(fotocopy sesuai aslinya);

28, Bukti T-16A :
Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat | kepada Penggugst Nomor 5-
84/ WBC.04/KP,04/1999 1anggal 19 Februari 1909, {forocapy sesuai asli-
fya);

29, Bukti T-16B 2
Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Nomor S-1 84/ WBC.04/KP.04/1 999
tanggal 23 Februari 1999, (foracapy sesuai aslinya);

30. Bukti T-16C :

Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor dari Terpugat |
kepada Penggugat Nomor 124/WBC.04/KP.04/1998 tangeal 4 Februari
1999, (fotocopy sesuai aslinva);
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31. Bukti T-16D :
Surat Teguran dari Tergugat I kepada Penggupat Nomor S-64/WBC.04/KP.
4/1999 tanggal 15 Januari 1999, (fofocopy sesuai aslinya);

32, Bukti T-16E :
Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Denda Adminis-
trasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKBM) dari Tergugat | kepada
Penggugat Nomor S-1324/WRC.04/KP.04/1998 tangpal 8 Desember 199§,
{forocapy sesuai aslinya):

33. Bukti T-17A :
Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat | kepada Penggugat Nomar
PAK-01/WBC.04/KP.03/1999 tanggal 17 Februari 1999, (fotocopy sesuaj
aslinya),

34. Bukti T-178
Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Nomior $-01/WBC.04/KP.03/1699
tanggal 23 Februari 1999, (fotocopy sesuai aslinya):

35, Bukti T=17C
Surat Teguran dari Tergugat I kepada Pengzugat Nomor ST-ST5/WBC.04/
KP.03/1999 tanggal 11 Januari 1999, (fotocopy sesuai aslinya);

36. Bukti T-17D ;
Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Denda Adminis-
trasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKBM) dari Tergugat 11 kepada
Penggugat Nomor SPEP-814/WBC.04/KP.03/1998 tanggal 7 Desember
1998, (forocopy sesuai aslinya);

37, Bukti T-18A :
Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat 1 Nomor PAK-02/WBC.04/KP.
03/1999 tanggal 17 Februari 1999, (forocopy sesuai astinya):

38, Bukti T-18B :
Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Nomor S-02/WRC.04/KP.03/1999
tanggal 23 Februari 1999, (fotocopy sesuai aslinya):

39. Bukti T-18C
Surat Teguran dari Tergugat | kepada Penggupat Nomor ST-576/WBC.04/
KP.03/1999 tanggal 11 Januari 1999, (foracopy sesuai aslinya):

40, Bukti T-18D :
Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Denda Adminis-
trasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPEKBM) dari Tergugat 11 kepada
Penggugat Nomor SPKP-815/WBC.04/KP.03/1998 tangzal 7 Desemher
1998, (fotocopy sesuai aslinya),
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41, Bukti T-19A
Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat 11 kepada Penggugar Nomor
PAK-03/WBC.04/KP.03/1999 tanpgal 17 Februari 1999, (fotocopy sesuai
aslinya);

42 Buldti T=198 ':
Berita Acara Pemberitshuan Sural Paksa Nomor $-03/WBC.04/KP.03/1999
tanggal 23 Februari 1999, (fotocopy sesuai aslinya);

43.Bukn T-19C
Surat Tepuran dari Tergugat II kepada Penggupat Nomor ST-574/WBC.04/
KP.03/1999 tangpal 11 Januari 1999, (forocapy sesuai aslinya),

44, Bukti T-19D :
Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Denda Adminis-
trasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKBM) dari Tergugat 1] kepada
Penpougat Nomor SPKP-816/WBC.04/KP.03/1998 tanggal 7 Desember
1998, (Fotacapy sesuni aslinya);

45. Bukti T=20A
Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat Il kepada Penggugat Nomor S-
969/ WBC.04/KP.02/1999 tanpgal 9 Februari 1999, {fotocopy sesuai aslinya);

46. Bukti T-208 :
Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Nomor PAK-969/WBC.04/KP,
02/1999 tanggal 9 Februari 1999, (fotocopy sesuai aslinya);

47. Bukti T=20C :
Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Denda Adminis-
trasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKBM) dari Tergugat IT kepada
Penpgugat Nomor SPKP-1857 WRBC.M/KP.02/1998 tanggal 26 Navember
1898, (fafocopy sesuai aslinya);

48. Bukti T-20D :
Surat Teguran dari Tergugat [1l kepada Penggugat Nomor 5-9424/WRC.04/
KP.02/1999 tangeal 28 Desember 1999, (fotocopy sesuai aslinya):

40, Bukti T-214
Surat Paksa yang dilerbitkan oleh Tergugat IV kepada Penggzupat Nomar SP-
0000182/WPI,05/KP.0608/1999 tanggal 5§ April 1999, {fotacopy sesuai asli-
nyi);

30. Bukti T-218 :

Herita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Nomor SP-0000182/WPJ.05/
KP.0G08/1999 tanggal 5 April 1999, (fotocopy sesuai aslinya);
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1. Bukti T-21C
Laporan Pelaksanaan Surat Paksa Nomor SP-0000182/WPILOS/KP.0608/1999
tangeal 8 April 1999, (fotocopy sesuai aslinya):

52.Bukti T-21D ;

Sural Teguran dari Tergugat IV kepada Penggugat Nomor 0002030/
WPILOS/KP.0608/ 1999 tingeal 12 Maret 1999, (forocopy sesuai aslinya);

53. Bukti T=-21E

Surat Teguran dari Tergugat IV kepada Penggugat Nomor 000203 1/WPJ.05/
KP.0608/1999 tangpal 12 Maret 1999, (forocopy sesuai aslinya):

53.Bukti T-=21F :
Surat Tepuran dari Tergugat IV kepada Penggugat Nomor 0002032/
WFPILOS/KP.0608/1999 tanggal 12 Maret 1999, (fotocopy sesuai aslinya);

54.Bukti T-224 -
Sural Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat IV kepada Penggugat Momor
OO00202/WRLOS/KP 0608/1099 tangpal 28 April $990, (feitocagy sesuai
aslimyn):

55. Buki] T-228 .
Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Nomor 0000202/ WPIO5/FP.
U608/1999 tanggal 28 April 1999, (fotocopy sesuai aslinya);

56, Bulti T-22C
Surat Tepuran dari Tergugat 1V kepada Fenggugat Nomor 0002068/ WPJ,
O5/KP.0608/1999 tangeal § April 1999, (fotecopy sesuai aslinya):

57. Bukti T-22D :
Surat Tepuran dari Tergugat 1V kepada Penggugat Nomor 0002069/ WP,
O5/KP.0608/1999 tanggal 5 April 1999, (fatocopy sesuni aslinya);

57. Bukti T-22C ;
Surat Teguran dari Tergugat IV kepada Pengpugat Nomor 0002071/WP).
05/KP.0608/1999 tangpal 5 April 1999, (forocopy sesuai aslinya);

38, Bukti T-23 :
Sural Dari PT. Saprotan kepada Menteri Kevangan Nomor DN.OG/SPT/

/1599 tanggal |1 Maret 1999 terihal Femberitahuan, {forocopy sesuai asli-
nyaj;

-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pars pihak tidak mengajukan bukti
saksi:
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Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyerahikan Kesimpulannya
tertanggal 12 Juli 1999, dan Para Tergugat juga mengajukan Kesimpulannya
tertanggal 12 Juli 1999;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk
pada Berita Acara Persidangan dan untuk miempersingkat putusan dianggap ter-
muat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhimya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka
tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon pu-
tusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut
di atas;

Menimbang, bahwa obyek gugatan perkara ini adalah Surat Tata Usaha
Megara herupa |
I. Surat Paksa yang diterbitkan Tergugat 1 Repila Kantor Pelayanan Bea dan

Cukai Tige A Jakarta ;

= Womor : 5-181/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999:

= Nomor : 5-182/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999,

~ Nomor: 5-183/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;

— Nomor ; S-184/WBC.04/KP.04/1990 tanggal 19 Februari 1999 (bukti P-
14D, T-16A, T-16B);

IL Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat 11 Kepala Kantor Pelayanan Bea
dan Cukai Tipe A Tanjung Priok 111 :
— Nomor : PAK-01/WBC.03/KP.04/1009 tanggal 17 Februari 1999;
— Nomar : PAK-G2/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1954,

— Womor : PAK-03/WBC.03/KP.04/1959 tanggal 17 Februari 1999 (buki P-
158, T-19A, T-19B);

[11.Surat Paksa yang diterbitkan olch Tergugat 11l Kepala Kantor Pelayanan Bea
dan Cukai Tipe A Tanjung Prigk 11 :

— Momor : 969/WBC.04/KF.02/1999 tanggal 9 Februari (999 (bukti P-18,
T-204A, T-20B);

IV.Surat Paksn yang diterbitkan oleh Tergugat 1V Kepala Kantor Layanan Pajak
Jakarta Tanah Abang :

= Nomor : SP-0000182/WPJL05/KP.0608/1990 tanggal 5 April 1999;

— Nomar : SP-0000202/WPJ.05/KP.0608/1999 langeal 28 April 1999 (buku
T-2A, T-22B):;
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Menimbang, bahwa terhadap obyek gugatan Nomor 0000202/ WPI,04/KP.
0608/1999 tersebut baru diajukan oleh Penggugat pada saat Replik karena
berkait dengan obyek gugatan lainnya dan terbitnya setelah gugatan ini diajukan,
menurut Majelis Hakim tindakan tersebut dibenarkan sesuai Pisal 75 (1) Undang-
undang No. 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat telah mengajukan
eksepsi tersendiri tentang kewenangan mengadili dan lain-lain tertanggal 5 Mei
1999 dan dengan Putusan Sela Nomor 025/G.TUN/999/PTUN JKT tanggal 19
Mei 1999 eksepsi tersebut telah diputus dengan amar putusan :
= Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

— Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Megara Jakaita berwenang memieriksa,
mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam
perkara ini;

= Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini perlu
mengambil over semua pertimbangan dalam putusan sela tersebut dan untuk
mempersingkat putusan maks semua pertimbangan-pertimbangan yang {ermuni
dalam putusan sela tersebin diangsap merupakan bagian yung tidak terpisalikan
dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat tangzal 26 Mei 1999 juga
menguraikan tentang eksepsi vang pada pokoknyva sama dengan  eksepsi
tersendiri yang telah diajukan pada tanggal 5 Mei 1999 tersesbut dan telah di-
putus dengan putusan sela tanggal 19 Mei 1599, dengan demikian eksepsi dalam
jawaban tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebil jauh dan Majelis Hakim
hanya menunjuk pada Putusan Sela tanggnl 19 Mei 1999 Nomer : D25/G.TUN/
| 999/PTLINJKT tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjumya Majelis Hakim langsung
akan mempertimbangkan tentang pokok perkars;

Menimbang, bahwa dari gugatan Fengeugat, jawaban Para Tergugat, replik,
duplik, bukti-bukti dan kesimpulan para pihak yang diajukan dalam perkara ini,
polok permasalahan yang timbul yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :
I. Adanya kebijakan pemerintah dalam pembebasan pencabutan pembebasan

Pajak Mobil Timor, kapan tepatmya secara yuridis Pajak Mabil Timor terse-

but dibebankan kepada Penggugat?:

2. Dapatkah penarikan Pajak diberlakukan surut/mundur?:

3. Benarkah Surat Paksa yang dijadikan obyek gugatan perkara ini sesuai dengan
dua permasalahan tersebut di atas?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan memper-
timbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang dianggap relevan
sa)a sesuai Pasal 107 Undang-undang Nomer 5 Tahun 1986;
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Menimbang, bahwa tentang permasalahan kesan mengenai kapan tepatnya
secara yuridis Pajak Mobil Timor tersebut dibebankan kepada Penggugat perlu
dipertimbangkan sebagai berikot di bawah ini;

Menimbang, bahwa obyek pajak yang dibebankan pada Penpgugat adalah
berupa-: Pajak Bea masuk, PPRBM dan FPN tahun 1996 sampai dengan tahun
1998 (bukti T-13A sampai dengan 22E, P-14A sampai dengan |7 dan T-9);

Menimbang, bahwa kebijakan tentang Mobil Timor didasarkan pada
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 19 Februari
1996 tentang Pembangunan Industri Mohil Nasional, Keputusan Presiden No-
mor 42 Tahun 1996 tanggal 14 Junj 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional,
Keputusan  Menteri Penggerak Dana Investasi/Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor O/SK/1996 tangeal § Maret 1996 tentang Penetapan
P'T. Timor Putra Nasional untuk membangun dan memprakarsai Maobil Masional,
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdaganpan Nomor 142/MPP/Kep/6/
1996 tanggal 5 Juni 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional, (bukti P-1,2, 3, 4,
T-1, 43;

Menimbang, bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indone-
s Nomior 404/ KME 01/1996 tanggal 7 Juni 1996 tentang Pembebasan Bea
Masuk atas impor Mobil dalam rangka program mobil nasional, sejak tangpal
ditetapkan (7 Juni 1998) impor mobil dalam rangka program mobil nasional
sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 diberikan pem-
bebasan bea masuk schingga besamya tarif Bea masuk menjadi 0% (nol persen)
dan menginstruksikan kepada Dircktur Jenderal Bea dan Cukai untuk atas nama
Menteri Keuangan melaksanakan pembebasan bea masuk berdasarkan keputusan
ini (bukti P-5, T-12):

Menimbang, bahwa dengan dasar Keputusan Menteri Keuangan tersebut di
atas jelas telah diatur bahwa PT. Timor mendapat fasilitas Pembebasan Pajak
Bea Masuk sejak tanggal 7 Juni 1996,

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Ta-
hun 1598 tanggal 21 Januari 1998 telah menecabut Keputusan Presiden Nomor
42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional dan dengan pencabutan ter-
sebut sejak tanggal ditetapkan (21 Januari 1998) Instruksi Presiden Nomar 2
Tahun 1996 tentang Pembangunan Industri Kendaraan Bermotor Masional
dinyatakan tidak berlaku lagi (bukti P-6, T-11):

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden tersebut di
alas maka Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor
I9ME.01/1998 tanggal 21 Jamuari 1998, mencabut Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 404/KME 01/1996 ientang Pembebasan Bea Masuk atas im-

por mabil dalam rangka program mobil nasional sejak 2 Februari 1998 (bukti T-
12);
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Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas menurut Maijelis

Hakim secara de jure mulainyz penghitungan pajak mobil Timor adalah
2 Februari 1998

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan pokok permasalahan
kedua yakni :

Dapatkah penarikan pajak diberlakukan surut/mundur?;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-14A sampai dengan 17 (obyek gugatan)
dan T-13A sampai dengan T-2E berupa dokumen proses penarikan pajak sampai
terbitnya surat paksa yang dijadikan obyek pugaten dalam perkara ini menunjuk-
an bahwa penarikan pajak oleh Para Tergugat kepada Penggugat diperhitungkan
sejak masuknya Mabil Timor tahun 1986;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan dari PT. SUCOFINDO intinya
telah memeriksa/melakukan verifikasi impor Mobil Timor dari 28 Agustus 1996
sampai dengan 30 Juni 1997 (bukti T-9);

Menimbang, bahwa dalam azas hukum terhadap keputusan-keputusan Tata
Usaha Negara (Beschikking) yang membebani maka pada prinsipnya pihak vang
terkena harus diperlakukan dengan adil dan dengan demikian tidak dapat berlaku
surut/mundur;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap
Keputusan Presiden Nomor 20 Tzhun 1998 tangeal 21 Januari 1998 dan Kepu-
tusan Menteri Keuangan Nomor 19/KMK.01/1998 tanggal 21 Januari 1998 yanp
telah mencabut fasilitas pajak program Mobil Nasional sejak 2 Februari 1998
(bukti P-6, T-11 dan T-12) tidak dapat diperlakukan mundur/surut dan denzan
demikian penarikan pajaknva tidak dapat pula diperlakukan mundur:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalah ketiga
yakni :

Benarkah Surat Paksa yang dijadikan obyek gugatan perkara ini sesuai dengan
dua permasalahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat pemberian fasilitas pembebasan
bea masuk, pajak serta pungutan-pungutan impor lainnya kepada Penggugat se-
sual dengan surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Momor
31/MPP/SK/2/1996 tanggal 19 Februari 1996 (bukti T-3) dengan persyaratan :
Apabila dibuat di dalam negeri :

1. Pada akhir tahun pertama harus mencapai tingkat kandungan lokal lebih be-

sar dari 20%;

2. Pada akhir tahun kedua harus mencapai tingkat kandungan lokal lebih besar

dari 40%;

3. Pada akhir tahun ketiga harus mencapai tingkat kandungan lokal lebih besar
dari 60%;
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Apabila dibuat di luar negeri disyaratkan menggunakan bagian dan perlengkap-
an buatan Indonesia dilakukan dengan cara imbal beli sekurang-kurangnya 25%
dari nilai CBU (nilai € & F):

Menimbang, bahwa untuk kepentingan verifikasi terscbut Dircktur Jenderal
Industri Logam Mesin dan Kimia dengan Surat Keputusan Nomor 003/SK/DJ-
ILME/III/1996 tanggal 7 Maret 1996 telah menunjuk PT, SUPERTENDING
COMPANY OF INDONESIA (SUCOFINDO) untuk melakukan verifikasi dan
Post Audit tingkat kandungan lokal Kendaraan Bermotor Hasional (bukti T-8);
dan selanjutnya PT. SUCOFINDQ dengan surat yang ditujukan kepada Direktur
Jenderal Industri Logam Mesin dan Kimia Nomor - No, 044/DRU-I/AVT/98
tanggal 9 Januari 1999 perihal Verifikasi dan audit pemanfaatan imbal balik
proyek Mobil Nasional dari pembelian Mobil Timor asal Korea dilaksanakan
sejak tanggal 30 Juni 1997 sejumlah 29.727 unit dapat disimpulkan belum me-
menuthi syarat ketentuan seperti yang terdapat pada Keputusan Menteri Perindus-
trian dan Perdapagangan Nomor : 142MPP/Kep/6/1996 tanpgal 5 Juni 1996
(bukti T-9);

Menimbang, bahwa dengan tidak mampu memenuhi syaral-syarat kandung-
an lokal tersebut menunul Tergugal dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor
20 Tahun 1996 (Gukti T-2) dan Kepulusan menteri Keuangan Nomor :
BL/KME.01/1996 tanggal 19 Februari 1996 {bukti T-5) Pengpugat diwajibkan
membayar pungutan impor yang terhutang;

Menimbang, bahwa dalam mengkaji permasalahan pajak setelah adanya
pembekuan fasilitas pembebasan pajak sejak 2 Februari 1998 maka perlu diper-
timbanpkan Surat Menteri Perdagangan Nomor 362/MPPR/3/1998 tanggal 10
Maret 1998 perihal perpajakan Mobil Timor yang ditujukan kepada Presiden
Republik Indonesia yang intinya setelah melalakan pembicaraan dengan pihak
IMF di Jakarta pada prinsipnya IMF tidak keberatan tentang pemberian fasilitas
pembebasan Bea Masuk bagi 15.000 unit Mobil Timor ex impor yang belum
terjual (bukti P-8);

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula dicermati Surat Menteri Perindus-
trian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 269/MPP/2/1998 tanggal 23
Februari 1998 yang ditujukan kepada Menteri Kevangan Republik Indonesia
perihal : Pembebasan Bea Masuk dan PFnBM ditanggung pemerintah atas impor
mobil Sedan Timor CBU dan CKD yang intinya berdasarkan kebijaksanaan ta-
hun 1998 fasilitas bea masuk dan PPRBM telah dihentikan dan berlaku efektif
mulai 2 Februari 1998 dan dengan tidak dipenuhinya persyaratan sesuai dengan
kebijaksanaan tahun 1996 maka karena kebijaksanaan tahun 1996 merupakan
komitmen pemerintah tentang pemberian fasilitas perpajakan bagi investor yang
memproduksi Mobil Nasional maka dianggap PT. Timor Putra Nasional telah
memenuhi persyaratan kebijakan tahun 1995 sebagai kompensasi kerugian
akibat kebijaksanaan tahun 1998 tersebut dengan demikian mengharap bantuan
Menteri Keuangan menerbitkan kebijeksanaan atas pemberian pembebasan bea
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masuk dan PPnBM ditanggung pemerintah bagi impor seluruh Mobil Sedan
Timor CBU yang dirakit di Korca sejumlah 39.727 unit dan seluruh impor CKD
sejumlah 1240 unit (bukti P-7); '

Menimbang, bahwa selanjutnya Direktur Jenderal Bea dan Cuka; menerbit-
kan Surat Nomor 8.322/BC/1998 tangeal 3 Maret 1998 yang ditujukan kepada
Kepala Kantor Inspeksi Tipe A DIBC Tanjung Priok 11 dan 111 perihal pembeba-
san Bea Masuk dan PPnBM ditanggiing pemerintah atas impor Maobil Sedan
Timor CBU dan CED yang intinya menginstruksikan agar PPnBM dan Bea
Masuk atas 39.727 unit CBU dan 1,240 unit CKD Mobil Timor dibebaskan
(bukli P-99;

Menimbang, bahwa surat tersebut dianulir oleh pejabat yanz sama dengan
Surat Nomor 5.951/BC/1993 tanggal 18 November 1998 tentang Penagihan Bea
Masuk dan pungutan impor lainnya atas pemasukan Mobil Sedan Timor atas
nama PT. Timor Putra Nasional yang ditujukan kepada :

_Kuanu Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok 11 dan [T yang
intinya menginstruksikan untulk memungut pajak bea masuk dan lainnya atas
39.727 unit Mobil Timor CRU dan 1240 unit Mobil Timor CKD {bukti P-11):

Memmbang, hahwa dengan demikian sda ketidak wonsistenan dalam per-
lakukan antara pejabat Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menerbitkan Surat
Nomor 5.322/BC/1998 tanggal 23 Maret 1908 yang ditandatangani Sdr. SOE-
HARDIO dan Pejabat Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang baru yang mener-
bitkan Surat Nomor 5.951/BC/1998 tanggal 18 November 1998 yang ditanda-
tangani Sdr. MARTIONO HADIANTO (bukzi P-2, P-11);

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanah Abang
dengan suratnya tertanggal 05 Juni 1998 Nomor 5.2079/WPLOS/KP.0607/1998
perihal: himbavan untuk memungut PPRBM atas penyerahan Mobil Masional
yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Bambang Heru Ismiarso, MA., dan ditujukan
kepada Direktur PT. Timor Putra Nasional, pada angka 3 divraikan “Menurut
data pada tata usaha kami, Saudara (Penggugat dalam perkara ini) belum me-
mungut dan menyctorkan PPnBM atas penyerahan Mobil Nasional terhitung
sejak | Februari 1998 oleh karenanya kami mints Saudara untuk segera dan
menyetorkan PPnBM yang seharusnya Saudara pungut sesuai ketentunn tersebur
di atas (bukti P-5);

Menimbang, bahwa surat tersebul menurut Majelis Hakim menunjukan pe-
ngakuan dengan jelas yang dilakukan Tergugat 1V (Kepala Kantor Pelayanan
Pajak Jakarta Tanah Abang) kalau tunggakan pajak PT. Timor schenamya ada-
lah terhitung sejak tangeal 1 Februari 1998;

Mn‘{ﬂimb&ng, bahwa PT. Timor meng-anggap perpajakan sebelum 1 Februar
1998 tidak ada permasalahan karena mobil-mobil tersebut telah dengan seksama
masuk Pelabuhan dan tidak ada permasalahan lebih lanjut karena dilengkapi
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dengan dokumen-dokumen perpajakan yang benar sesuai denpan bukti P-28A
sampai dengan P-28X:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sangat tidak adil apabila impor
Mobil Timor mulai dengan pemasukan sejak tanggal 28 Apustus 1996 sampai
dengan 30 Juni 1997 tidak pernah ada reaksi dapapun dari petugas perpajakan
dan tiba-tiba pada tangeal 9 Januari 1998 PT. SUCOFINDO baru melakukan
verifikasi dan berikutnya pemerintzh melalui sparat pajak memungut pajak
Mobil Timor dengan waktu mundur;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim
Tergugat tidak begitu saja menarik Pajak Mobil Timor dengan perhitungan yang
tidak jelas karena dihitung mundur dari 2 Februari 1998 dan sthagai solusinya
perlu diadakan perhitungan kembali sesuai denpan aturan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Paksa (obvek pugatan) dalam
perkara ini, menurut Majelis Hakim adalah didasarkan pada perhitungan pajak
yang tidak jelas karena dihitung sejak awal masubnya Mobil Timor lanpa mem-
pertimbanghan lebih faub adanya kebijakan-kebikan pemerinah sesuni dengan
Aturan yang mengatur fasilitas pajak Timor yang diberhientilan sejuk 2 Februar
1998, hal demikian nampak Tergugat dalam melakukan tindakan perpajakan
terhadap Mobil Timor tidak didasarkan pada faktor hukum semata melainkan
membias ke faktor-fakdor lain diluar hukum:

Menimbang, bahwa dengan pertim- bangan tersebut di atas alasan Tergupgat
memungut pajak bea masuk PPnBM dan PPN Mobil Timor karena melanggar
ketentuan dan tidak dapat memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan yakni kandungan komponen lokal 20%
tahun pertama adalah tidak dibenarkan karena permasalahannya menurut Majelis
Hakim lebih terfokus pada kebijakan menyeluruh yang berkaitan dengan waktu
pembebanan pajak;

Menimbang, bahwa dengan semua pertimbangan tersebut di atas menunst
Majelis Hakim Tergugat telah mempergunakan kewenangannya tidak dengan
scharusnya untuk tujuan lain tidak dengan dasar yuridis yang benar sehinpgpa
merugikan Pengeugat dengan menerhitkan chyek pugatan perkara ini, tindakan
tersebut dapat dikategorikan melanggar Pasal 53 (2)b Undang-undang Nomeor 5
Tahun 1986, untuk itu seluruh obyck gugatan tersebut patut dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Penpeupat
telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat tidak dapat mem-
buktikan dalil-dalil sangkalannya, untuk itu pugatan Penggugat patut dikabulkan
seluruhnya dan Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini parut dipertimbangkan adanya Surat
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 29 Mei 1991 Nomor
B.471/1/1991 perihal : Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang
ditujukan kepada para Pejabat Tinggi Negara, dimana pada pokoknya dicantum-
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kan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang digupat hendaknya membantu
kelancaran proses penyelesaian perkara pugatan dan melaksanakan putusan. atau
penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan sebaik-baiknya:

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dibacakan, Ketua Pengadilan Tata
Usaha MNegara telah mengeluarkan penetapan Nomor 025/G.TUN/1999/
PTUNJKT tanggal 31 Meret 1999 dan Majelis Hakim telah pula mengeluarkan
Penetapen Nomor 025/G.TUN/1999/PTUNJKT tangpal 19 April 1999 dan
tanggal 3 Juni 1999 tentang penetapan penundaan obyek pugatan dan pelak-
sanaan lebih lanjut, oleh karena gugatan Penggupat dikabulkan seluruhnya maka
patut kiranya Penetipan-penctapan tersebut dinyatakan tetap sah dan berlaku
selama proses perkara berlangsung sampai ada putusan Pengadilan yang mem-
peroleh kekuatan hukum tetap;

MEMGINGAT Pasal-pazal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan
aturan-aturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Mengabulkan gugatan Pengeugat untak seluruhnya;
Menyatakan batal ;

Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat [ ;

8. Momoer 5-181/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
b. Nomor 8-182/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
c. Nomor 5-183/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999:
d. Nomor S-184/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;

Surat Paksa yang diterbitkan olch Tergugat [1 :

2. Nomor : PAK-01/WBC.03/KP.04/1999 tangpal 17 Februari 1999;
b. Nomor : PAK-02/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februarf 1999;
¢, Nomor : PAK-03/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;

Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat IT1 ;
Nomor ; 969 WBRBC.04/KP.02/1099 tanggal B Februari 1999,

Surat Paksa vang diterbitkan oleh Tergugat IV ;
. Nomor : SP-0000182/WP1.05/KP.0608/1999 langgal 5 April 1999;
b. Nomor : SP-0000202/WPI.05/KP.0608/1999 tanggal 28 April 1999;

— Memerintahkan Para Tergugat untuk mencabut objek pugatan Penggugat ter-
sebut di atas;

- Menyatakan

4, Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Megara Jakarta Nomor 025/
G.TUN/1999/PTUN/KT tanggal 31 Maret 19949.
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b. Penctapan Majelis Hakim Nomor 025/G. TUN/1999/PTUN/KT tanggal
18 April 1999;

c. Penetapan Majelis Hakim Nomor 025/G. TUN/999/PTUNAIET tanggal 3
Juni 1999,

Tetap sah dan berlaku selama proses perkara berlangsung sampai ada putusan
Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum letap;

= Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara secara bersama-sama
yang sampai putusan ini diucapkan diperhitungkan sebesar Hp.89.000,-
(delapan puluh sembilan ribu rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari KAMIS, tanggal 15 Juli 1999, oleh kami M. ARIF NURDLUI'A, SH., seba-
gai Hakim Ketua Majelis, dan IS SUDARYONO, SH. serta MUSTAHDI, SH.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam per-
sidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanpgal 19 Juli
1999, oleh Majelis Hakim tersebut denpan dibantu DIDIK HAR] WASITD,
SH., sebagal Penitern Fenggenti dan dihadirl oleh Kuasa Pengpugatl sérta Kuasa
Fergigat ], Tergugat [T, Tergugat [ dan Kuasa Tergugat IV,

HAKIM KETUA MAJELIS,
ttd.
M. ARIF NURDU'A, SH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :
ttd.
. IS SUDARYONO, SH,
ud.
2. MUSTAHDI, SH.

BIAYA PERKARA .

— Biaya Administrasi Kepaniteraan
dan Panggilan-panggilan Rp. £4.000,-

— Biaya Redaksi .............. Rp.  3.000,-
~ Biaya Meterai .............. Rp,__ 2000
Jumlah i Rp. 89,000,

{delapan puluh sembilan ribu rupiah)
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